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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO 

 

 

MOTO 

 

“Keberhasilan itu hanya bisa dilakukan oleh diri sendiri bukan orang lain”. 

 

“Keberhasilan bukan berapa banyak yang kita dapatkan tetapi berapa banyak yang dapat 

kita berikan serta berarti untuk orang lain”. 

 

“The only mistake in life is the lesson not learned”. 

 

 

 

 

 

 

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila engkau 

telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 

lain)” (QS. Al Insyirah : 6-8). 

 

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (QS. 

Al A’raf (7) : 55.  

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d : 11). 

 

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah di 

usahakannya” (An Najm : 39). 
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“The seat of knowledge is in the head, the seat of wisdem is in the heart”. 

-William Hazlit- 

 

“Intelligence plus character – that is the goal of true education” 

-Martin Luther King Jr- 

 

“Seberapa besar kita berusaha, kita tidak akan pernah bisa membeli waktu. Yang bisa kita 

lakukan hanyalah menggunakan waktu secara bijaksana”. 

-Napoleon Hiell- 

 

“Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga ketimbang banyak 

pengetahuan yang tak dimanfaatkan” 

-Kahlil Gibran- 

 

“Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditujukan 

untuk mencari ridho Allah SWT bahkan hanya untuk mendapatkan 

kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti 

pada hari kiamat”  

-Riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu- 
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ABSTRACT 

 

 

GUSNIYANTI AMIRI. E11107099. THE MANAGEMENT COMPARATIVE 

ANALYSIS BETWEEN THE CONVENTIONAL AND SHARIA COOPERATIVE OF 

“KASIH IBU” AND “AL-HIKMAH” AT THE HIGH RELIGIOUS COURT OF 

GORONTALO  

 

This study aims to make the comparison of the management between conventional 

cooperatives and sharia cooperatives of “Kasih Ibu” and” Al-Hikmah” at the High 

Religious Court of Gorontalo. The research method applied in this study is qualitative. 

The types of data used are the primary data and the secondary data with data collection 

methods through observation, interviews, and documentation. The data analysis is 

carried out in the form of data collection, data reduction, data display, and 

conclusions/verification. The results of the study indicate that there are several 

differences in their management, namely providing loans or financing, knowing the 

sincerity of customers paying their debts, guarantees, coaching, supervision, and 

reporting. In the case of providing loans or financing to the cooperative “Al-Hikmah” at 

the High Religious Court of Gorontalo, it is considered better than the cooperative 

“Kasih Ibu” in terms of the low interest rate. On the other hand, in paying loan 

installments or savings, each member is paid with a Decree as the guarantee because the 

cooperative members are the employees and workers of the workplace. In addition, this 

cooperative also often holds management meetings and performance monitoring carried 

out every 3 months. While the cooperative “Kasih Ibu” is considered to be better in 

terms of reporting which does not have problems in making financial reports.  

 

 

Keywords: Cooperatives, Management, Coaching, Supervision, Reporting 
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ABSTRAK 

 

 

GUSNIYANTI AMIRI. E11107099. ANALISIS KOMPARATIF PENGELOLAAN 

KOPERASI KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH PADA KOPERASI 

KASIH IBU DAN KOPERASI AL-HIKMAH PTA GORONTALO  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengelolaan Koperasi 

Konvensional dan Koperasi Syariah pada Koperasi Kasih Ibu dan Koperasi Al-Hikmah 

PTA Gorontalo. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif. Jenis data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dari 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa berbedaan dalam pengelolaan 

yaitu pemberian pinjaman atau pembiayaan, mengetahui kesungguhan nasabah 

membayar hutangnya, jaminan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. Dalam 

pemberian pinjaman atau pembiayaan pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo dinilai 

lebih baik dibandingkan dengan koperasi Kasih Ibu dilihat dari nilai bunganya yang 

rendah, disisi lain dalam membayar angsuran pinjaman atau simpanan potong digaji 

setiap anggota dengan jaminan SK sebab anggota koperasi berasal dari pengawai dan 

tenaga kontrak Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo selain itu koperasi ini juga sering 

melakukan rapat pengurus serta pengawasan kinerja dilakukan tiap 3 bulan. Sedangkan 

pada koperasi Kasih Ibu dinilai lebih baik dari sisi pelaporannya yang tidak mendapat 

kendala dalam pembuatan laporan keuangan.  

 

 

Kata kunci: Koperasi, Pengelolaan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Di Indonesia peranan Koperasi sangatlah penting dalam menopang 

perekonomian rakyat Indonesia. Kehadiran koperasi begitu terasa sebagai solusi bagi 

masyarakat yang menghadapi persoalan ekonomi. System kegotongroyongan yang 

dianut oleh koperasi menjadikan koperasi berkembang pesat hampir diseluruh 

pelosok -pelosok desa. Mengingat lembaga ini sejak awal diperkenalkan di 

Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi 

lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menegah 

kebawah. 

Memajukan perekonomian masyarakat merupakan hal terpenting yang harus 

dilakukan oleh pemerintah saat ini. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang 

semakin hari semakin bertambah khususnya kebutuhan ekonomi masyarakat kelas 

menegah kebawah. Dimana dalam memutar roda perekonomian, jelas ada perbedaan 

yang jauh antara masyarakat kelas menengah keatas dengan masyarakat kelas 

menegah kebawah. Ekonomi masyarakat kelas bawah ini ditopang oleh beberapa 

sector pendapatan petani, nelayan, buruh dll. Semua sector ini lah yang harus 

ditingakatkan agar ekonomi masyarakat bisa maju dan berkembang. Salah satu 

contoh factor yang mempengarui kondisi ekonomi masyarakat adalah jumlah 
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penduduk, sadar atau tidak jumlah penduduk juga mempengaruhi kesejahteraan 

masyarakat. 

Eksitensi koperasi diharapkan bisa menjadi penyimbang bagi pilar-pilar 

ekonomi. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa lembaga ini memiliki budaya 

kerja sesuai dengan budaya yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Budaya 

tolong-menolong yang sarat akan nilai-nilai moral ada dalam tubuh koperasi. 

Berdasarkan UU  Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada Pasal 1 

dijelaskan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan 

atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama 

dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 

Tujuan didirikannya koperasi berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 pasal 4 yaitu 

meningkatkan taraf hidup anggotanya serta masyarakat umum yang merupakan satu 

kesatuan dari tujuan perekonomian nasional yang berkeadilan. 

Koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki visi dan 

misi yang sejalan. Dalam sejarahnya koperasi merupakan lembaga yang telah 

berbadan hukum yang didirikan oleh Bapak Koperasi yang dikenal  dengan sebutan 

Bung Hatta (Hasan, 1997). Mekanisme yang ada dalam koperasi yaitu Pemegang 

modal memperoleh bagian dari hasil keuntungan yang berasal kegiatan operasional 

koperasi. Disisi lain, keuntungan usaha ini juga akan dibagikan kepada anggota 
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berdasarkan besar kecilnya kontribusi serta peranan anggota dalam memanfaatkan 

lembaga tersebut (Rizal, 2013). 

Koperasi memiliki berbagai macam jenis seperti koperasi serba usaha, 

koperasi simpan pinjam dan sebagainya, koperasi ini ada yang berbasis konvensional 

dan berbasis syariah. Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu lembaga keuangan 

dan termasuk sebagai lembaga intermediary, meskipun demikian lembaga keuangan 

ini memiliki sifat yang khusus sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Menurut 

Permenkop Nomor 15/Per/M.KUKM/2015 khususnya pasal 19 disebutkan bahwa 

kegiatan usaha simpan pinjam meliputi : menghimpun simpanan dari anggota; 

memberikan pinjaman kepada anggota; calon anggota koperasi yang bersangkutan; 

koperasi lain dan/atau anggotanya; dan mengelola keseimbangan sumber dana dan 

penyaluran pinjaman. Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi. 

Kegiatan usaha simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukan dengan kemitraan 

yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. 

Koperasi Syariah merupakan koperasi yang menjalankan usaha dibidang 

simpan pinjam dan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dengan 

terbitnya Peraturan Mentri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 

11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha koperasi simpan 

pinjam syariah menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan koperasi syariah. 

Hal ini juga bertujuan agar terciptanya suatu kepastian hukum serta menjaga 

kepercayaan masyarakat khususnya anggota koperasi. 
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Koperasi syariah merupakan koperasi yang didirikan berdasarkan syariat 

islam. Kegiatan operasionalnya jauh dari praktek yang diharamkan serta hadir untuk 

membantu pihak-pihak yang membutuhkan (Kasmir, 2011). Koperasi konvensional 

pengelolaannya menggunakan prinsip bunga sedangkan koperasi syariah adalah 

koperasi yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan syariat 

Islam, yaitu Al-Qur’an dan Assunah. Didalam operasional koperasi ini tidak akan 

ditemukan unsur-unsur riba, masyir dan ghara. Pada hakikatnya, lembaga ini 

memiliki fungsi serupa dengan koperasi konvensional, yakni menyediakan dana 

pinjaman untuk anggotanya serta bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan 

dana, hanya saja koperasi syariah menganut sistem bagi hasil dan tidak mengandung 

riba. 

Melihat kebutuhan ekonomi masyarakat serta kemudahan dalam pemberian 

kredit yang disediakan koperasi termaksud mudah dibandingkan dengan 

pengkreditan yang lain sala satu contoh yaitu perbankan. Permasalahan dibidang 

ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia serta factor penghasilan yang tidak 

tetap  menyebabkan banyak masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan, 

bahkan ada masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut 

yang menyebabkan kelompok wirausaha dan para pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM) 

kesulitan dalam permodalan. Factor inilah yang menyebabkan  masyarakat 

membutuhkan dana tambahan permodalan dan untuk  memenuhi kebutuhan sehari-

hari. 
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Dalam hal ini Koperasi Kasih Ibu atau koperasi perempuan yang 

beralamatkan di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah adalah 

koperasi konvensional  yang bergerak dibidang usaha  simpan pinjam, koperasi 

tersebut menunjukan perkembangannya dengan membadani penguatan modal 

pedagang kecil kelurahan setempat, koperasi ini ikut membantu pedagang kecil 

dalam mengembangkan usahanya. Koperasi simpan pinjam Al-Hikmah PTA 

Gorontalo beralamatkan di Dulomo Selatan, Kota Utara Jl. Tinaloga No. 5 

Gorontalo, Koperasi Al-Hikmah adalah koperasi yang bergerak dibidang syariah. 

Dimana penggunaanya dilakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. 

Perkembangan koperasi sejauh ini menemui persoalan internal, paradigma ini 

harus dirubah oleh para pelaku koperasi secara internal. Koperasi yang banyak 

terjadi sejak keberadaannya dan dalam tata nilai masyarakat gotong royong masih 

jauh tertinggal dibandingkan dengan praktik koperasi di Negara-negara industry 

maju. Keterpurukan koperasi disebabkan pendirian koperasi berdasarkan kebutuhan 

anggota yang tidak jelas, sehingga core business koperasi juga menjadi tidak jelas. 

Disisi lain, pendirian unit usaha terkadang tidak memperhatikan kelayakam usaha 

seperti kriteria anggota maupun kebutuhannya. Begitupun dengan pengurus koperasi 

yang tidak menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara professional. 

Koperasi lebih cenderung memberikan pinjaman dengan bunga tinggi, 

anggota hanya sebagai ladang untuk menyalurkan pinjaman tanpa ada manfaat 

gotong royong seperti sebelumnya. Koperasi syariah lebih cenderung penerapannya 

seperti koperasi konvensional pada umumnya. Yang mana pada koperasi syariah 
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masih memiliki perangkat hukum yang sama dengan koperasi konvensional. 

Perangkat hukum yang digunakan oleh koperasi syariah yaitu Undang-undang No.17 

Tahun 2012 tentang perkoperasian. Artinya belum ada aturan hukum pada koperasi 

syariah, hal ini yang akan menyebabkan banyak timbulnya masalah terkait dengan 

penerapan prinsip-prinsip syariah. Aspek syariat inilah yang membedakan dengan 

koperasi umumnya, yang mana penerapannya memiliki keunikan dan ciri tersendiri 

yang selalu berpijak pada nilai-nilai rohaniah dimana setiap manusia sadar akan 

eksitensinya sebagai ciptaan Allah, serta memiliki pemahaman terhadap mana yang 

halal dan haram. Berangkat dari uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana sesungguhnya pengelolaan koperasi yang ideal antara koperasi 

konvensional dan koperasi syariah, sehingga bisa menyeimbangkan antara 

kebutuhan dana serta penyaluran dalam bentuk pinjaman, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya. 

Oleh karena itu saya merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh penerapan 

pengolahan keuangan koperasi secara umum dan syariah dengan menggunakan 

analisis perbandingan dengan judul “Analisis Komparatif Pengelolaan Koperasi 

Konvensional dan Koperasi Syariah”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengganalisis 

Perbandingan Pengelolaan koperasi konvensional dan Koperasi syariah. Pada 

Koperasi Kasih Ibu dan koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo. 
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1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1. Maksud Penelitian  

Adapun maksud diadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan 

menganalisis data-data terkait pengelolaan antara Koperasi Simpan Pinjam Koperasi 

Kasih Ibu dan Al-Hikmah PTA Gorontalo.  

1.3.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui Perbandingan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Kasih 

Ibu dan Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dibidang akuntansi mengenai materi koperasi, terutama pada system 

pengelolaan koperasi syariah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberi manfaat bagi peneliti selanjutnya serta dapat digunakan sebagai 

bahan tambahan pustaka mengenai koperasi khususnya koperasi syaiah. 

 

2. Manfaat Praktis 

Untuk memberikan masukan berapa informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam melancarkan kegiatan perusahaannya agar dapat 
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dijadikan masukan serta pertimbangan untuk meningkatkan pengetahuan 

perusahaan mengenai koperasi khususnya koperasi syariah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1.Kajian Pustaka 

2.1.1. Pengertian Koperasi 

Koperasi berasal dari bahasa Inggris co-operation yang berarti usaha 

bersama.Artinya bahwa segala pekerjaan Ketika dikerjakan oleh banyak orang 

merupakan manifestasi dari koperasi.Tetapi dalam hal ini yang dimaksud dengan 

Koperasi yairu lembaga berbadan hukum yang didirikan oleh sekelompok orang 

dengantujuan yang sama. 

Mohammad Hatta (1994): berdirinya Koperasi didasari dengan adanya 

perkumpulan golongan lemah yang memiliki tujuan mempertahankan keperluaan 

hidupnya.Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 17/2012 yaitu Badan hukum 

didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan 

kekayaan para anggotanya sebagi modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi 

aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi sosial, dan budaya sesuai dengan 

nilai prinsip koperasi. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa berdirinya koperasi 

dikarenakan adanya kumpulan orang-orang yang ekonominya terbatas, dengan tujuan 

untuk mensejahterakan para anggota tersebut berdasarkan kebutuhan hidupnya, dan 
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setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dari resiko maupun 

perkembangan koperasi.  

2.1.2. Landasan dan Asas Koperasi 

UU No. 17/2012 mengenai pokok koperasi Bab II pasal 2, dijelaskan landasan 

ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila, landasan strukturalnya UUD  1945 dan 

landasan geraknya pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya, landasan 

mentalnya, setia kawan dan kesadaran berpribadi. 

1. Landasan Idil Pancasila,  sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan 

makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum, Sebagai 

landasan berpijaknya koperasi. Maka yang dimaksud dalam pancasila yang 

dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu : 

1. Ketuhanan yang Maha Esa 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

permusyarawatan perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

2. Landasan Sruktural dan Landasan Gerak yaitu Undang-undang Dasar 1945 

dalam Pasal 33 ayat (1). 

 Mengingat Undang-undang Dasar 1945 adalah undang-undang tertinggi dan 

merupakan hukum dasar bagi berlakunya semua peraturan perundang-

undangan di wilayah hukum Republik Indonesia, maka kesadaran hukum 
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dalam arti antara lain: tunduk, patuh disertai penghayatan dan pengamalan. 

Landasan structural UUD 1945, yaitu undang-undang dasar 1945 

menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai sokoguru perekonomian 

nasional. Adapun bunyi pasal 33 yaitu : (1) Perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang 

produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

3. Landasan Mental Koperasi Indonesia.  

 Setia kawan dan kesadaran pribadi, kedua landasan ini harus bersatu padu, 

saling memperkuat satu dengan yang lain. Dalam kehidupan berkoperasi 

keduanya diperlukan sebagi dua unsur yang salingmenghidupi serta saling 

mengawasi.  

2.1.3. Tujuan dan Fungsi Koperasi 

Dalam pasal 4 UU No.17 tahun 2012 menegaskan tujuan koperasi untuk 

mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umunya sebagaimana 

tatanan perekonomian nasional dibangun untuk mewujudkan masyarakat yang maju, 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Artinya bahwa koperasi 

harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dengan biaya yang paling efesien. 

Fungsi koperasi menurut Undang-undang Nomor 25/1992 pada pasal 4 yaitu : 



12 
 

 
 

1.  Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umunnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat. 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional  

yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

2.1.4. Jenis dan Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia 

Jenis koperasi menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 pasal 82 yaitu: 

a. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang 

penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. 

b. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayaan dibidang 

pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota 

dan non-anggota.  

c. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan 

pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. 

d. Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-

satunya usaha yang melayani anggota. 
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Prinsip yang dianut oleh koperasi merupakan dasar kerja koperasi sebagai 

badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi di Indonesia yang 

merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan koperasi. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 pada Pasal 6 ayat (1) 

prinsip-prinsip (sendi-sendi dasar) koperasi Indonesia yaitu sebagai berikut : 

1. Keanggotanya sukarela dan terbuka; 

2. Pengawasan anggota diselenggrakan secara demokratis; 

3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi; 

4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. 

5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan serta informasi kepada 

masyarakat tentang kegiatan dan manfaat koperasi; 

6. Koperasi melayani anggotanya secara prima serta memperkuat gerakan 

koperasi, dengan kerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, 

nasional, dan internasional; 

7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan 

masyarat melalui kebijakan yang telah disepakati oleh anggota; 

2.1.5. Koperasi Syariah 

Koperasi syariah adalah koperasi yang prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha 

berlandaskan syariatislam, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Islam sebagai agama 

yang universal memiliki kitab suci Al-Qur’an sebagai sumber nilai utama, nilai 

sebagai suatu prinsip atau kualitas yang dibutuhkan. Dengan demikian sistem nilai 
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adalah suatu kumpulan item yang secara teratur berinteraksi atau saling bergantung 

membentuk suatu kesatuan yang unik, dijelaskan dalam surat Al Anfal:20“hai orang-

orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rosul dan janganlah kamu berpaling 

dari pada-Nya”.Dengan demikian, sumber nilai islam utama islam ada pada Al-

Qur’an dan As-Sunnah. Disimpulkan bahwa koperasi syariah tidak mengharuskan 

usaha-usaha dalam bidang yang terdapat unsur riba, selain itu pada koperasi syariah 

tidak memperkenankan transaksi-transaksi derivative. 

Menurut Soemitra koperasi syariah adalah lembaga keuangan micro yang 

dioperasikan dengan system bagi hasil, guna menumbuh kembangkan usaha micro 

dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta 

membela kepentingan kaum fakir miskin. Sedangkan menurut Kementrian Koperasi 

UKM RI tahun 2009 pasal 1 koperasi syariah merupakan sebuah bentuk koperasi 

yang segala kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, simpanan sesuai 

dengan pola bagi hasil (syariah) dan investasi. 

Koperasi syariah bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan 

sesuai dengan pola bagi hasil (syariah) atau lebih dikenal dengan koperasi jasa 

keuangan syariah. Koperasi syariah sebagai sala satu lembaga keuangan memiliki 

fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian 

disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar 

tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, 

utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut 

Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi. 
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Koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan 

banyak sekali manfaatnya. Pengelolaannya yang demokratis dan terbuka (open 

management) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut 

ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. 

Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi islam, sebagai berikut : 

1. Kekayaan amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara 

mutlak. 

2. Manusia diberi kebebasan bermu’amalah selama bersama dengan ketentuan 

syariah. 

3. Manusia merupakan khalifah Allah SWT dan pemakmur dimuka bumi. 

4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan 

pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok 

orang saja. 

2.1.6. Landasan dan Tujuan Koperasi Syariah 

1. Syariat Islam, yaitu Al-qur’an dan As-sunnah secara tolong-menolong 

(ta’awun) dan saling menguatkan (takaful). 

2. Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945. 

3. Berasaskan kekeluargaan dan kepentingan bersama. 

Pada kegiatan koperasi syariah menganut prinsip untuk meningkatkan 

kesejahteraan khusunya bagi anggotanya serta masyarakat pada umumnya.Peran 
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koperasi juga ikut serta membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-

prinsip Islam. 

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam. 

2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota 

3. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota 

berdasarkan kontribusinya. 

4. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan social yang didasarkan pada 

pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah 

2.1.7. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah 

1. Berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi setiap anggota 

serta meningkatkan kesejahteraan social ekonomi masyrakat. 

2. Membina dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya 

anggota agar lebih terpercaya, professionalisme, dan komitmen dalam 

menjalankan prinsip ekonomi sesuai syariah islam. 

3. Melakukan upaya strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional 

sebagai usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan. 

4. Menjadi mediator antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana untuk 

pemanfaatan harta yang efektif. 

5. Melakukan control terhadap kegiatan operasional koperasi melalui penguatan 

anggota koperasi. 

6. Menyerap tenaga kerja bagi para anggota serta masyarakat luas. 
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7. Memberdayakan para anggota yang memiliki usaha produktif. 

2.1.8. Visi dan Misi Koperasi Syariah 

Koperasi memiliki Visi yang telah dirumuskan untuk membangun rasa 

semangat dalam organisasi KJKS untuk mencapai keunggulan dimasa depan. Adapun 

misi koperasi syariah, yaitu : 

1. Menekankan aturan sebagai pedoman strategi dan perilaku professional dalam 

menjalankan fungsinya guna mewujudkan visi yang telah dirumuskan. 

2. Penerapan prinsip-prinsip syariat pada kegiatan operasionalnya serta 

memperdayakan UKM, serta memupuk rasa kepedulian kepada dhuafa secara 

kontinyu. 

2.1.9. Syarat dan Usaha-usaha Koperasi Syariah 

Syarat usaha koperasi syariah, yaitu : 

1. Semua kegiatan didalam koperasi ini merupakan kegiatan usaha yang halal, 

baik, bermanfaat dan menguntungkan dengan system bagi hasil. 

2. Koperasi ini harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha 

sebagaimana disebutkan dalam sertifikat usaha koperasi. 

3. Setiap usaha yang dijalankan koperasi ini harus mengacu pada fatwa dan 

ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

4. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
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Adapun usaha-usaha koperasi syariah,yaitu : 

1. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan 

bermanfaat (thayyib) serta menguntungkan dengan system bagi hasil dan 

tanpa riba, judi ataupun ketidak jelasan (ghoro). 

2. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha 

sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. 

3. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan 

fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

4. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan 

dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Koperasi syariah adalah koperasi yang pada dasarnya dilandaskan atas 

prinsip- prinsip syariah yang kegiatan usahanya berlandasakan pada Al-Qur’an dan 

As-sunnah, pada prinsip ini melarang adanya sistem bungga (riba).Yang tidak 

terfokus pada jumlah pembiayaan atau modal yang dikeluarkan, tetapi terfokus pada 

hasil yang didapat, sehingga pada koperasi syariah menganut sistem bagi hasil,  

dimana bungga tersebut diakumulasikan dari presentase modal atau pembiayaan yang 

dikeluarkan dari koperasi konvensional. 

2.1.10. Sistem Pengelolaan Kegiatan Usaha koperasi 

1. Koperasi Konvensional Permenkop Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015  

1) Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi : 

a. Menghimpun simpanan dari anggota; 
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b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang 

bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan 

c. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman. 

2) Calon anggota koperasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 

selambat-selambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi. 

3) Kegiatan usaha simpan dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan 

yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. 

4) Kegiatan usaha simpan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, 

menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi 

peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam. 

5) Usaha simpan pinjam dengan predikat penilaian kesehatan “Dalam 

Pengawasan Khusus” dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai dapat 

memperbaiki struktur keuangannya. 

6) KSP dan USP koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sector rill 

secara langsung. 

Simpanan pasal 22, terdiri dari : 

1) Kegiatan menghimpun dana sebagiamana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 

huruf a dalam bentuk simpanan dan tabungan. 

2) Pemberian nama produk simpanan koperasi merupakan wewenang pengurus. 

3) Simpanan diberikan imbalan jasa dalam bentuk bunga yang besarnya 

ditetapkan Rapat Anggota. 
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4) KSP dan USP Koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan tabungan 

anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. 

Pinjaman pasal 23 terdiri dari : 

1) Pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KSP dan USP koperasi wajib 

memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat. 

2) Dalam menyalurkan pinjaman, KSP dan USP koperasi menetapkan suku 

bunga pinjaman yang besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota. 

3) Pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota. 

4) Pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota. 

5) Koperasi sekunder dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan secara 

langsung. 

Pinjaman pada pasal 24 menjelaskan bahwa dalam hal terdapat kelebihan dana 

setelah pemberian pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan 

anggotanya, maka KSP dan USP koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

anggaran dasarnya, dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk : 

a. Simpanan pada koperasi sekundernya; 

b. Giro, tabungan pada bank dan lembaga keuangan lainya meliputi pembelian 

saham, obligasi, reksadana, surat perbendaharaan Negara dn invenstasi di 

sector keuangan dangana persetujuan rapat angota. 
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Jaminan pasal 25, terdiri dari : 

1) Untuk mengurangi resiko pemberian pinjaman, KSP dan USP koperasi dapat : 

a. Menerapkan simpanan wajib pinjaman; 

b. Menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota; 

c. Menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak 

yang diperhitungkan dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan. 

d. Apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam 

mengembalikan pinjaman, maka agunan dapat berupa barang secara fisik 

tetap berada pada pemiliknya (fidusial); dan 

e. Melindungi keamanan pinjaman melalui penjaminan dan asuransi. 

2) KSP/USP koperasi bersama KSP/USP koperasi lainnya dapat membangun 

sistem informasi pinjaman anggota. 

3) Dalam hal KSP dan USP koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo 

dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan 

sesuai dengan isi perjanjian perikatan. 

Pembinaan pasal 26, yaitu : 

1) Pemerintah menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi tumbuh menjadi 

kuat, sehat, mandiri dan tangguh. 

2) Pembinaan terhadap KSP dan USP Koperasi Primer dan Sekunder dilakukan 

Menteri. 
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3) Pembinaan teknis usaha simpan pinjam diatur dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan 

dalam daerah Kabipaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota. 

b. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan 

lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu (1) daerah Provinsi dilakukan 

oleh Gubernur. 

c. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan 

lintas daerah Provinsi dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan. 

4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi upaya 

untuk mengembangkan iklim usaha kondusif, pemberian bimbingan, 

kemudahan dan perlindungan pada usaha simpan pinjam. 

Pengawasan pasal 28, yaitu : 

1) Pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk meningkatkan 

kepercayaan anggota dan para pihak terhadap koperasi yang bersangkutan. 

2) KSP dan USP koperasi yang mempunyai volume pinjaman yang diberikan 

telah mencapai Rp.2.500.000.000,00,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) 

dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh kantor akuntan publik atau 

kantor jasa audit, dan hasilnya dilaporkan pada rapat anggota. 

3) Ketentuan pengawasan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Deputi Bidang 

Pengawasan. 



23 
 

 
 

Pelaporan pasal 29, yaitu : 

1) Pengurus KSP atau koperasi yang memiliki USP wajib memberikan laporan 

kepada pengawas koperasi setiap triwulan. 

2)  KSP dan koperasi yang memiliki USP wajib menyampaikan laporan 

keuangan secara berkala kepada penjabat yang memberikan ijin usaha simpan 

pinjam pada setiap triwulan dan tahunan. 

3) Pelaksanaan teknis penyampaian pelaporan kegiatan usaha KSP dan USP 

koperasi dilakukan dengan media pengiriman dan atau memanfaatkan 

teknologi informasi. 

2. Koperasi Syariah Permenkop Nomor : 11/ Per/M.KUKM/XII/2017  

1) Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan 

prinsip syariah. 

2) Akad transaksi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus 

disusun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI). 

3) KSPPS dan USPPS Koperasi harus mengutamakan penggunaan fasilitas 

transaksi keuangan pada lembanga keuangan syariah dari pada lembaga 

keuangan konvensional. 

4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan 

syariah wajib memiliki unit kegiatan social (maal) dan unit kegiatan bisnis 

(tamwil). 

5) Ruang lingkup kegiatan usaha KSPPS dan USPPS koperasi meliputi : 
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a. Menyelenggarakan kegiatan maal untuk pemberdayaan anggota dan 

masyarakat di bidang social dan ekonomi; 

b. Menghimpun simpanan berjangka dan tabungan koperasi dari anggota, 

calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya berdasarkan akad 

Wadiah atau Mudharabah; 

c. Menyalurkan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain 

dan/atau anggotanya berdasarkan akad Qardh; 

d. Menyalurkan pembiayaan anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau 

anggotanya berdasarkan akad Murabahah, Salam, Istishna, Musyarakah, 

Mudharabah, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Ijarah Maushufa Fi 

Zimmah, Musyarakah Mutanaqishoh, Ju’alah, Wakalah, Kafalah, 

Hawalah dan Rahn, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

syariah;dan 

e. Akad penyaluran pinjaman dan pembiayan dapat dikombinasikan sesuai 

dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI). 

6) Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang 

berasal dari pendanaan dengan Akad sesuai dengan prinsip syariah. 

7) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dalam waktu 

paling lambat 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi. 
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8) Kerja sama usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan koperasi 

lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis 

dengan akad sesuai prinsip syariah. 

9) Kerja sama usaha sector keuangan lainnya dapat dilakukan koperasi melalui 

kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan lainnya. 

10) KSPPS dan USPPS koperasi wajib mengelola keseimbangan sumber dana dan 

penyaluran simpan pinjam dan pembiayaan syariah. 

Kegiatan bisnis ( Tamwil) simpanan pasal 23, yaitu : 

1) Penerbitan produk simpanan koperasi merupakan wewenang pengurus setelah 

mendapat pertimbangan Dewan Pengawas Syariah. 

2) Simpanan diberikan imbalan berupa bagi hasil dan imbal jasa atau bonus yang 

besarnya ditentukan oleh rapat anggota. 

3) Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad Mudharabah 

berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS dan USPPS koperasi. 

4) Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela untuk simpanan 

yang menggunakan akad wadiah didasarkan kepada kebijakan operasional 

KSPPS atau USPPS koperasi. 

5) KSPPS dan USPPS koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan 

tabungan anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya. 

Kegiatan Bisnis (Tamwil) Pinjaman dan Pembiayaan Syariah pasal 24, yaitu : 
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1) Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan 

USPPS koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman dan 

pembiayaan syariah yang sehat. 

2) Besarnya marjin, nisbah bagi hasil, imbal jasa dan bonus ditentukan oleh rapat 

anggota. 

3) Pemberian pinjaman dan pembiayaan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan 

anggota. 

4) Pada transaksi akad Musyarakah, KSPPS atau USPPS koperasi wajib 

melakukan pembinaan kepada anggota untuk memisahkan antara harta pribadi 

dengan harta yang digunakan untuk usaha. 

Jaminan pasal 27, yaitu : 

1) Untuk mengurangi resiko pemberian pinjaman dan pembiayaan, KSPPS dan 

USPPS koperasi dapat menetapkan: 

a. Simpanan wajib pinjaman atau pembiayaan syariah; 

b. Sistem tanggung renteng diantara anggota; 

c. Jaminan atas pinjaman atau pembiayaan yang dapat berupa barang atau 

hak tagih; 

d. Agunan berupa barang yang secara fisik tetap berada pada pemiliknya 

(fidusia); dan 

e. Kewajiban melindungi nilai pinjaman dan pembiayaan melalui 

penjaminan atau asuransi syariah. 
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2) Dalam hal KSPPS dan USPPS koperasi memiliki agunan yang telah jatuh 

tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan 

tindakan sesuai dengan isi perjanjian. 

Pembinaan pasal 28, yaitu : 

1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong 

koperasi tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh. 

2) Pembinaan terhadap KSPPS dan USPPS koperasi primer dan sekunder 

dilakukan oleh menteri. 

3) KSPPS/USPPS koperasi memperoleh bimbingan dan pembinaan teknis usaha 

simpan pinjam dan pembiayaan syariah diatur dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. KSPPS dan USPPS koperasi primer atau sekunder dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota dilakukan oleh bupati atau 

walikota. 

b. KSPPS atau USPPS koperasi primer atau sekunder dengan wilayah 

keangotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah 

provinsi dilakukan oleh gubernur. 

c. KSPPS dan USPPS koperasi primer atau sekunder dengan wilayah 

keanggotaan lintas daerah provinsi dilakukan oleh menteri. 
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4) Menteri mendelegasikan pelaksanaa bimbingan dan pembinaan teknis usaha 

simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c kepada Deputi Bidang Pembiayaan. 

5) Bupati atau Walikota melakukan bimbingan dan pembinaan teknis usaha 

simpan pinjam dan pembiayaan syaraih pada Kantor Cabang, Kantor Cabang 

Pembantu dan Kantor Kas KSPPS dan USPPS koperasi yang berkedudukan di 

wilayahnya. 

Pengawasan pasal 30 , yaitu : 

1) Pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS koperasi dilakukan untuk 

meningkatkan kepercayaan anggota dan para pihak terhadap koperasi. 

2) Pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diatur dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. KSPPS dan USPPS koperasi primer atau sekunder dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota dilakukan oleh bupati atau 

walikota. 

b. KSPPS dan USPPS koperasi primer atau sekunder dengan wilayah 

keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah 

provinsi dilakukan oleh gubernur. 

c. KSPPS dan USPPS koperasi primer atau sekunder dengan wilayah 

keanggotaan lintas daerah provinsi dilakukan oleh menteri. 
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3) Menteri mendelegasikan pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan 

syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada Deputi Bidang 

Pengawasan. 

4) Bupati atau Walikota melakukan pengawasan usaha simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah pada Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan 

Kantor Kas KSPPS dan USPPS koperasi yang berkedudukan di wilayahnya. 

5) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat bukti 

bahwa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas tidak 

memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, 

bupati atau walikota dapat memberikan sanksi dan mengusulkan pemberian 

sanksi pencabutan izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, 

dan Kantor Kas yang berkedudukan diwilayahnya kepada pejabat pemberi 

izin sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4) huruf b, dan huruf c. 

6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan usaha simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah oleh koperasi diatur dengan Peraturan Mentri. 

Pelaporan pasal 31, yaitu : 

1) Pengurus KSPPS atau koperasi yang memiliki USPPS wajib memberikan 

laporan kepada pengawas dan rapat anggota. 

2) KSPPS dan USPPS koperasi melalui koperasi yang bersangkutan wajib 

menyampaikan laporan keuangan secara triwulanan, dan tahunan kepada 
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pejabat yang melaksanakan bimbingan dan pembinaan terknis sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 28 ayat (3). 

3) Pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menyampaikan komplikasi 

laporan keuangan KSPPS dan USPPS koperasi berkala secara triwulan, dan 

tahunan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Bupati atau walikota menyampaikan komplikasi laporan keuangan KSPPS 

dan USPPS koperasi primer atau sekunder yang wilayah keanggotaannya 

dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau kota kepada gubernur. 

b. Gubernur menyampaikan komplikasi laporan bupati atau walikota 

sebagimana dimaksud dalam huruf a dan komplikasi laporan keuangan 

KSPPS dan USPPS koperasi primer atau sekunder yang wilayah 

keanggotaanya lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah 

provinsi kepada Deputi Bidang Pembiayaan. 

c. Deputi Bidang Pembiayaan menyampaikan komplikasi laporan gubernur 

sebagaimana dimaksud dengan huruf b komplikasi laporan keuangan 

KSPPS dan USPPS koperasi primer atau sekunder yang wilayah 

keanggotaannya lintas daerah provinsi. 

4) Pelaksanaan teknis penyampaian pelaporan kegiatan usaha KSPPS dan 

USPPS koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

media pengiriman dan/atau memanfaatkan teknologi informasi yang 

disampaikan secara berkala. 
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2.2. Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian untuk mendukung penulis terhadap bahasan sehingga penulis dapat 

memperkaya teori yang digunakan dalam mengakaji penelitian yang dilakukan, serta 

untuk memenuhi salah satu syarat mutlak, bahwa dalam penelitian menolak 

Plagiatisme atau mencotek secara utuh hasil karya orang lain. Hasil riset sebelumnya 

masih sedikit yang membahas terkait koperasi syariah. Namun terdapat beberapa 

penelitian yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian ini yaitu : 

 

Tabel 2.1 

Tabel Penelitian Terdahulu 

 

Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

       Dewi 

Agustiya 

Ningsih, 

Ani 

Hayatul 

Masruroh 

Ju   Jurnal 

Penelitian 

Teori & 

Terapan 

Akuntansi 

(PETA) 3 

      Analisis Perbandingan 

Sistem Pemberian Kredit 

pada Koperasi Syariah 

dan Koperasi 

Konvensional (Studi 

kasus pada Koperasi 

Artha Niaga Syariah dan 

Koperasi Citra Abadi, di 

Kecamatan Udanawu). 

Hasil penelitian menunjukkan 

realitas bahwa penerapan bunga di 

Koperasi Artha Niaga Syariah 

sangat tinggi dibanding Koperasi 

Citra Abadi. Hal ini membukrikan 

bahwa syariah tidak murni 

diterapkan. Bisa dikatakan tidak 

ada perbedaan antara koperasi 

syariah dan koperasi konvensional 

keduanya tetap menerapkan bunga 

atau riba, hanya berbeda istilahnya. 

Perbedaan dari segi landasan 

hukum No. 19/DSN MUI/IV/2001 
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(1), 85-94, 

2018 

yang berbunyi “koperasi syariah 

boleh membebankan biaya 

administrasi sehubungan dengan 

akad Qardh dan As-sunnah. 

      Dra.Sri 

Purwantini, 

MM,Dr.En

dang 

Rusdianti, 

MM dan 

Dr. Paulus 

Wardoyo, 

MM 

      Kajian Pengelolaan 

Koperasi Simpan Pinjam 

Konvensional di Kota 

Semarang 

     Hasil penelitian menunjukkan 

penetapan suku bunga pinjaman 

hanya didasarkan pada 

kepraktisan/kebiasaan. Suku bunga 

pesaing dijadikan sebagai dasar 

penetapan suku bunga pinjaman, 

khusunya suku bunga BPR, Unit 

BRI dan KSP lainnya. Dari temuan 

tersebut, patut diduga bahwa 

penetapan suku bunga yang 

dilakukan oleh pengelola KSP 

mengabaikan sumber kajian data 

internal yang dimiliki, tetapi lebih 

banyak didasarkan pada kelaziman 

yang berlaku dalam praktek sehari-

hari. 

      Kaffi 

Wanatul 

Ma’wa 

(2013) 

Analisis Perbandingan 

Antara Koperasi Simpan 

Pinjam dengan Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah 

(    ( Baitul Maal Wa Tamwil) 

       Hasil penelitian menunjukan 

:Pertama, perbedaan mengenai 

status kelembagaan antara Koperasi 

Simpan Pinjam dengan Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah. 

Perbedaannya terletak pada 

lembaga pengawas dan penyetoran 

modal.Kedua, dalam hal pendirian, 
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pada Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah Baitul Maal Wa Tamwil 

memiliki lembaga pengembangan 

BMT yaitu PINBUK sementara 

Koperasi Simpan Pinjam tidak ada. 

Ketiga, perbedaan konsep dasar 

operasional. Koperasi Simpan 

Pinjam menerapkan system bunga, 

sedangkan Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah Baitul Maal wa Tamwil 

menggunakan system bagi hasil. 

    Refly Aditia 

Girald 

(2019) 

      Analisis Perbandingan 

Manajemen Pembiayaan 

Koperasi Syariah dan 

Koperasi Konvensional 

(S (Studi pada BMT Bimu 

dan Koperasi Kredit 

Mekarsai) 

      Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dalam pelaksanaan 

manajemen pembiayaan pada BMT 

Bimu dan Koperasi Kredit 

MekarSai, memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing, 

seperti dalam hal prosedur 

pemberian pembiayaan, manajemen 

resiko pembiayaan, dan 

penyelesaian pembiayaan macet, 

BMT Bimu ditimbang lebih baik, 

dan pada strategi peningkatan 

pembiayaan Koperasi Kredit Mekar 

Sai ditmbang lebih baik.     
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting 

(Sugiyono, 2008, h, 47). Pada penelitian ini yang akan diteliti adalah koperasi 

Simpan Pinjam Al-hikmah PTA Gorontalo dengan koperasi Kasih Ibu. Pada 

penelitian ini peneliti membandingkan pengelolaan antara dua koperasi tersebut 

yang mana dalam sistem pengelolaannya berbeda. Koperasi Al-hikmah adalah 

koperasi berbasis syariah sedangkan koperasi Kasih Ibu adalah koperasi 

konvensional. 
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   Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran

     Analisis Perbandingan Pengelolaan Koperasi Syariah 

dan Koperasi Konvensional 

Analisis dan Rekomendasi 

       Koperasi Konvensional       Koperasi Syariah 

• Pengelolaan 

• Pembinaan 

• Pengawasan  

• Pelaporan 

 

 

 

 

 

 

     intepretasi 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1.Objek Penelitian 

Objek penelitian pada dasarnya merupakan alat pengidentifikasian dan 

memetakan fenomena lingkungan penelitian menuju tujuan penelitian guna 

memperoleh gambaran umum secara komprehensif (Satibi, 2011). Bisa dikatakan 

bahwa objek penelitian merupakan kenyataan asli, fakta, dan realitas yang ada atau 

sesuatu yang apa adanya. Dalam penelitian ini yang menjadi Objek penelitian adalah 

Koperasi Simpan Pinjam Al-Hikmah PTA Gorontalo dan Koperasi Kasih Ibu. 

3.2.Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah dan prosedur yang sistematis dan 

terorganisir untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu dan tata cara 

bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. 

3.2.1. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

membandingkan pengelolaan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional. 

Penelitian yang akan dilakukan adalah dalam bentuk metode kualitatif Deskriptif 

dengan pendekatan komparatif. Dalam pendekatan kualitatif diharapkan peneliti 

mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku 
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yang dapat diamati dari individu tertentu untuk mendeskripsikan dan menganalisa 

mengenai pengelolaan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional. 

Penelitian kualitatif menurut Sukmadinata (2011) merupakan penelitian untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap 

kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok.  

3.2.2. Operasional Variabel 

Agar dalam penelitian ini dapat diukur dan diobservasi (diamati) maka perlu 

dijelaskan terlebih dahulu definisi operasional variable terlebih dahulu.Sugiono 

(2015) bahwa operasional variable merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variable 

merupakan unsure penting dalam penelitian, sebab dalam penelitian seorang peneliti 

membuat alat ukur data yang akurat.Untuk memudahkan dalam proses pengukuran 

variable penelitian ini, maka variabledalam penelitian ini dapat dioperasionalisasikan 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 

Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel Penelitian Sub Variabel Indikator 

Analisis Komparatif 

Pengelolaan Koperasi 

Konvensional dan 

Koperasi Syariah 

Koperasi 

Konvensional 

Standar kegiatan pengelolaan  

Standar kegiatan pembinaan 

Standar kegiatan pengawasan 

Standar kegiatan pelaporan 

Koperasi Syariah 

Standar kegiatan pengelolaan  

Standar kegiatan pembinaan 

Standar kegiatan pengawasan 

Standar kegiatan pelaporan 

Sumber data: Permenkop No:15/Per/M.KUKM/IX/2015 dan Permenkop 

No:11/Per/M.KUKM/XII/2017 

 

3.3.Informan Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian dibutuhkan informan sebagai sumber data 

dan informasi penelitian. Informan penelitian merupakan orang atau pihak yang 

terkait dengan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai 

kondisi yang ada dilokasi penelitian sehingga dapat memberikan data yang akurat 

kepada peneliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik  

sampling.  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan 

atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

objek atau situasi sosial yang akan diteliti (Sugiyono,2016). 



39 
 

 
 

Syarat pengambilan sampel purposive sampling yakni sampel yang diambil 

sebagai subjek penelitian dimana sampel ini memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

atau mereka yang terlibat langsung dalam tema penelitian. Berdasarkan uraian 

tersebut maka peneliti menetapkan 2 informan untuk dijadikan informan penelitian, 

sebelum melakukan penggalian data, peneliti terlebih dahulu meminta kesedian 

informan sekaligus menjelaskan tujuan penelitian. 

Tabel 3.3 

Tabel Informan 

 

Dimensi Jabatan Jumlah 

Koperasi Kasih Ibu Ketua Koperasi 1 

Koperasi Al-Hikmah 

PTA Gorontalo 
Sekretaris Koperasi 1 

Jumlah 2 

 

3.4.Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data  

a. Data primer 

 Merupakan sebuah informasi data yang diperoleh penulis secara 

langsung dari tempat objek penelitian, yang didapatkan melalui kegiatan 

pengamatan  langsung dilapangan, yang diperoleh melalui wawancara. 
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b. Data sekunder 

  Adalah data yang dihimpun dari berbagai sumber oleh pihak-pihak 

peneliti atau dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya (Hasan,2002). 

Sedangkan menurut Sugiono (2015) data sekunder adalah sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.Secara umum data 

sekunder adalah jenis data berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam asrip.Sumber data ini digunakan untuk mendukung 

informasi yang didapatkan dari hasil kegiatan pengamatan langsung 

dilapangan, seperti dari bahan pustaka, literatur maupun penelitian terdahulu. 

2. Jenis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian dalam ranah kualitatif.Data kualitatif 

adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal 

yang umumnya tidak dapat dihitung atau berdasarkan kualitas dari suatu objek. 

3.5.Teknik Pengumpulan Data  

Dalam jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam memperoleh data.Menurut Sugiono (2016) 

peneliti wajib memahami teknik pengumpulan data.Hal ini merupakan langkah 

strategis untuk kesuksesan penelitian, sehingga dibutuhkan data akurat serta 

memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan yaitu: 
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a. Observasi 

Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014) dalam penelitian kualitatif adalah 

melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian 

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang 

sebenarnya. Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan 

terhadap aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara menurut Prastowo (2011) adalah proses Tanya jawab untuk 

memperoleh keterangan sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara biasanya 

dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dan informan baik secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur.Pada penelitian wawancara yang digunakan 

adalah wawancara semi terstruktur. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan meneliti dokumen, 

berkas-berkas dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian.Sedangkan 

menurut (Sugiono, 2016) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara. Dengan kata lain Dokumen merupakan segala 

catatan atau hasil rekaman baik berbentuk catatan dalam kertas atau elektronik, 

artikel, media massa, foto dan lain sebagainya. 

3.6.Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2016) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis  data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
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lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang diperoleh dari hasil 

observasi,wawancara dokumentasi,dan catatan lapangan serta literature di edit 

kemudian di organisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

menentukan sintetis dan menyusun data tersebut berdasarkan masalah, kategori dan 

kebutuhan penelitian. Adapun proses untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2016) pengumpulan data terdiri dari data yang muncul 

dalam wujud kata-kata dan bukan angka, dikumpulkan melalui berbagai cara seperti 

observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman biasanya di proses melalui 

pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis. 

2. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data berarti Merangkum, mendeskripsikan dan memilih data atau 

informasi yang telah diperoleh dengan mengemukakan konsep teoritis dan gambaran 

mengenai objek penelitian serta penyajian data dari hasil penelitian. Melalui teknik 

ini peneliti akan mengetahui data mana saja yang diperlukan. 

3. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah reduksi data selanjutnya penyajian data yang mana data disajikan 

dalam bentuk uraian singkat yang dideskripsikan dalam bentuk naratif yang 
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didapatkan dari penelitian dengan memperjelas hasil dari reduksi data sebelumnya, 

sehingga data yang disajikan lebih sistematis dan terorganisir guna mempermudah 

dalam memahami hasil penelitian. 

4. Conclusion drawing (Penarikan kesimpulan/verivikasi) 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan 

menemukan makna data yang telah ada, baik kesimpulan sementara yang dibuat 

terhadap setiap data yang ditemukan pada saat penelitian sedang berlangsung maupun 

kesimpulan akhir yang dibuat setelah seluruh data penelitian dianalisis.Dari data-data 

yang telah ada selanjutnya penulis menggunakan analisis data deksiptif kualitatif 

untuk menganalisa data yang telah terkumpul kemudian diverifikasi dan diuji 

validitasnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Koperasi Kasih Ibu 

4.1.1. Profil Koperasi  Kasih Ibu  

Pada Tahun 1982 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelurahan 

Dulalowo mengadakan Rapat Kerja. Salah satu Seksi yaitu Seksi Pembangunan, 

Ekonomi dan Koperasi menginisiatif berdirinya Koperasi Wanita. Pada awalnya 

koperasi ini merupakan salah satu unit yang ada ditingkat Kecamatan Kota Utara, 

namun administrasinya tersendiri. Adapun modal awal koperasi ini berupa simpanan 

pokok Rp.1.000,- dan simpanan wajib Rp.100,-. Berdasarkan jumlah anggota 

permulaan sebanyak 60 orang terkumpul modal yang lumayan jumlahnya. Dari modal 

yang ada dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan dengan 5 % bunga. Hal ini 

mendapat respon dari anggota sehingga usaha berjalan dengan lancar. Walaupun 

dengan usaha sederhana pengurus telah mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

pada akhir tahun buku 1983 untuk pertama kali. Selanjutnya setiap tahun 

mengadakan Rapat Anggota Tahunan sesuai ketentuan Undang-undang. 

Pada awal tahun 1987 atas persetujuan dan petunjuk Kepala Kantor Koperasi 

Kota Gorontalo mengusulkan ke Kantor Wilayah Koperasi Sulawesi Utara untuk 

memperoleh Badan Hukum. Atas usul tersebut diperoleh status badan hukum pada 

tanggal 1 Mei 1987 dengan nomor badan hukum :2277/BH/V. Dari tahun ke tahun 

anggota koperasi bertambah dan usaha berkembang terus. Apalagi mendapat bantuan 
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usaha dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yaitu Ibu Nadjamudin sebesar Rp. 

100.000,- dan dari Pemda Kota Gorontalo melalui LKMD sebesar Rp.3.000.000,- . 

Akhir 2000 mendapat bantuan kredit dari pemerintah melalui Kredit Subsidi BBM 

sebesar Rp.100.000.000,- sedang pertengahan tahun 2010 mendapat bantuan Dana 

Hibah sebesar Rp.50.000.000,- khusus untuk pengembangang koperasi wanita. Untuk 

Tahun 2010 pada tanggal 13 Februari 2011 telah diadakan Rapat Anggota Tahunan 

(RAT) ke XXVII. Demikian sejarah singkat berdirinya Koperasi Wanita Kasih Ibu 

Kelurahan Dulalowo. 

4.1.2. Visi dan Misi Koperasi Kasih Ibu 

Visi : Memasyarakatkan Koperasi demi mensejahterakan anggota dan masyarakat 

sekitar. 

Misi : Memperdayakan Ibu-ibu dalam mengembangkan usaha untuk kesejahteraan 

keluarga. 
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4.1.3. Struktur Organisasi Koperasi Kasih Ibu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Struktur  Organisasi 

Koperasi  WanitaKasih Ibu 
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MANAGER 
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4.2. Gambaran Umum Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo 

4.2.1. Profil Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “AL-HIKMAH” Pengadilan Tinggi Agama 

Gorontalo (KSP Al-Hikmah PTA Gorontalo) dibentuk pada tanggal 13 Januari 2014 

dan telah memperoleh status Badan Hukum pada tanggal 21 Maret 2014 berdasarkan 

keputusan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 

31/BH/XXII/III/2014 tentang Pengesahan Akta Pendrian Koperasi. KSP Al-Hikmah 

PTA Gorontalo merupakan koperasi yang beranggotakan pengawai Pengadilan 

Tinggi Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. 

4.2.2. Visi dan Misi Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo 

Visi dan Misi KSP Al-Hikmah PTA Gorontalo Berdasarkan Dasar adalah : 

Visi  :“Menjadi mitra yang handal dalam mewujudkan kesejahteraan anggota”. 

Misi : 

a) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota; 

b) Menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan efektif, efisien dan 

transparan; 

c) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak untuk meningkatkan 

manfaat bagi anggota. 
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Bidang Usaha 

Berdasarkan Anggaran Dasar, bidang usaha KSP Al-Hikmah PTA Gorontalo adalah 

Simpan Pinjam. 

4.2.3. Struktur Organisasi Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo 

Berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan Ke-VI tahun buku 2019, susunan 

Pengawasan dan Pengurus KSP Al-Hikmah PTA Gorontalo periode 2020-2021 

adalah sebagai berikut : 

A. Pengawas  

Ketua  : Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H. 

Anggota : 1) Muhiddin Litti, S.ag., M.H.I. 

2) Agnes Zakaria, A.Md. 

B. Pengurus 

Ketua  : H. Abdul Adjis Junus Ismail, S.H., M.H. 

Sekretaris : Lukman Alan Tomayahu, S.E. 

Bendahara : Agung Prayitno Lahati, A.Md.s 

C. Anggota 

Jumlah anggota KSP Al-Hikmah PTA Gorontalo per 31 Desember adalah 174 

orang. Jumlah ini tertinggi sejak koperasi dibentuk. 
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Gambar 4.3 

Struktur Organisasi 

Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo 
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4.3. Hasil Penelitian 

4.3.1. Produk-produk Koperasi Kasih Ibu 

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, bahwa produk-produk yang ada di 

koperasi Kasih Ibu adalah sebagai berikut : 

1). Simpanan pokok 

Simpanan pokok merupakan simpanan anggota yang wajib dibayarkan 

sebagai syarat menjadi anggota atau simpanan yang hanya dibayar 1 kali pada saat 

menjadi anggota Koperasi Kasih Ibu sebesar Rp.150.000,-. Semua Koperasi pasti 

memiliki simpanan pokok. Dan ketentuannya ditetapkan oleh masing-masing 

koperasi. 

2). Simpanan Wajib 

Simpanan wajib merupakan simpanan anggota yang wajib dibayarkan setiap 

satu bulan sekali. Dan untuk jumlah besarnya ditentukan oleh masing-masing 

koperasi. Pada Koperasi Kasih Ibu simpanan wajib sebesar Rp.25.000,-. 

3). Simpanan Sukarela  

Simpanan sukarela merupakan simpanan anggota yang dibayar secara 

sukarela atau tidak ada paksaan dimana besarnya simpanan sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. 

4). Waserda 

Waserda adalah unit usaha warung serba ada pada koperasi yang merupakan 

usaha unggulan dan berada dibawah unit simpan pinjam (USP). 



51 
 

 
 

 4.3.2. Pengelolaan Koperasi  Kasih Ibu 

1. Sistem Pemberian Pinjaman 

Menurut pedoman teknis pinjaman, pemberian pinjaman kepada anggota 

setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yakni, sebagai anggota koperasi 

dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, kemudian melalui prosedur 

pemberian pinjaman antara lain mengajukan permohonan pinjaman. Peneliti 

memahami, bahwa pinjaman kredit merupakan kepercayaan yang diberikan pada 

penerima kredit dalam memenuhi kewajibannya. Kepercayaan ini kemudian 

diberlakukan pada proses atau alur sistem pemberian pinjaman kredit.  

Ibu Hj. Rasuna Mustafa sebagai Ketua Koperasi Kasih atau yang sering 

disapa Bunda adalah pengurus sekaligus pengelola menjelaskan bahwa.  

“Pemberian pinjaman hanya kepada anggota Koperasi Kasih Ibu yang 

dibuktikan dengan telah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib. 

Kemudian anggota mengajukan permohanan pinjaman yang formulirnya 

disediakan oleh koperasi dan ditandatangi peminjam dan ketua koperasi. 

Sebelum pencairan pinjaman terlebih dahulu dilakukan wawancara sebagai 

acuan persetujuan pinjaman”. 

 

Lebih lanjut Ibu Rasuna, menjelaskan bahwa adapun pemahamannya 

berdasarkan pengalaman tentang alur anggota dalam proses pengajuan pinjaman, 

yakni: 

“proses pengajuan pinjaman dilakukan oleh anggota, dengan mengisi formulir 

permohonan pinjaman dan menandatanganinya, kemudian diserahkan ke 

Bendahara koperasi untuk di verifikasi dan dilakukan wawancara terkait 
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pinjaman tersebut. Selanjutnya permohonan yang telah diverifikasi dan hasil 

wawancara diserahkan ke Ketua Koperasi Kasih Ibu untuk mendapatkan 

persetujuan”. 

 

Sistem pemberian pinjaman pada koperasi Kasih Ibu ini diberikan secara 

perorangan. Masyarakat yang ingin mengajukan kredit harus menjadi anggota 

terlebih dahulu agar bisa mendapatkan pinjaman. Sistem pemberian kredit ini harus 

melalui proses yang sudah ditetapkan dari pengelola koperasi Kasih Ibu. Hal ini 

berdasarkan hasil wawancara dari ibu Rasuna bahwa pada dasarnya sistem pemberian 

kredit pada koperasi Kasih Ibu akan melalui beberapa alur atau proses, pencairan 

dana pinjaman dilakukan setelah adanya permohonan dan wawancara. Bahkan 

Koperasi ini tidak lagi melakukan peninjauan mengenai pendapatan atau usaha para 

calon nasabah dengan alasan bahwa pihak koperasi Kasih Ibu sudah mengetahui 

sikap setiap anggota. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dapat diketahui bahwa koperasi simpan pinjam Kasih Ibu dalam pemberian kredit 

dinilai mudah dan telah menggunakan prosedur pinjaman kredit sesuai dengan 

pedomannya. 

Kemudian persyaratan menjadi anggota menjadi anggota koperasi Kasih Ibu 

untuk mendapatkan pinjaman dijelaskan Ibu Rasuna selaku Ketua koperasi  Kasih Ibu 

bahwa : 

“Syarat-syarat untuk menjadi anggota koperasi adalah fotocopy KTP, 

masyarakat yang ada dikelurahan dulaluwo serta referensi dari anggota lama 
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yang mengajak teman atau keluarganya sebagai penjamin, manakala anggota 

baru tersebut menunggak pembayaran cicilan pinjaman”. 

 

Kredit yang disediakan Koperasi Kasih Ibu ini diberikan bukan untuk 

kelompok tetapi untuk perorangan. anggota  yang ingin mendapatkan pinjaman harus 

dengan syarat masyarakat dulaluwo,bahkan ada syarat laiinya yaitu referensi dari 

anggota lama yang nanntinya akan menjadi tanggung jawabnya ketika anggota baru 

tidak membayar pinjaman.  

Berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa sistem pemberian kredit ini 

harus melalui proses yang sudah ditetapkan oleh tim dari pengelola simpan pinjam. 

Hal ini akan didasarkan pada argument dari informan Ibu Rasuna bahwa pada 

dasarnya sistem pemberian kredit di koperasi simpan pinjam akan melalui beberapa 

proses. Dari data penelitian dapat dilihat bahwa prosedur sistem pemberian kredit 

pinjaman pada koperasi Kasih Ibu sudah baik dibuktikan dengan penjelasan pihak 

yang terkait dalam hal kredit yakni memenuhi penilian kredit yang baik.  

2. Mengetahui Kesungguhan Nasabah Membayar Hutangnya 

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit 

adalah pemberian atas dasar kepercayaan. Ini berarti bahwa prestasi yang diberikan 

benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu 

dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. 

Adapun tentang tatacara membayar pinjaman, Ibu Rasuna selaku Ketua 

koperasi  Kasih Ibu menjelaskan bahwa : 
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“Untuk membayar pinjaman anggota menyetor tunai ke bendahara koperasi 

setiap bulan, jika ada yang menunggak maka akan dilunai 2 bulan pada bulan 

berikutnya dan didahului dengan menghubungi anggota tersebut. Dan apabila 

anggota yang menunggak selama 3 bulan, maka sehungan dengan masa 

pandemic corona 19, koperasi memberi keringanan dengan membebaskan 

bunganya tanpa menyita jaminan, karena koperasi tidak mengenal sita 

jaminan”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembayaran angsuran 

dari anggota berlangsung di koperasi Kasih Ibu sendiri, artinya pihak koperasi tidak 

turun lagi untuk menemui anggota tersebut dalam membayar angsuran pinjaman. Jika 

ada anggota yang mengalami masalah dalam pembayaran angsuran pihak koperasi 

memberikan kesempatan batas bayarnya dengan syarat membayar dua kali lipat, jika 

sudah 3 bulan mengalami masalah dalam pembayaran angsuran , koperasi akan 

mendatangi langsung anggota yang bersangkutan disertai keringanan dalam 

pembayaran angsuran. 

Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan nasabah melunasi pinjamanya Ibu 

Rasuna menjelaskan sebagai berikut : 

“untuk mengetahui kemampauan membayar dilihat dari proses alur pemberian 

pinjaman,karena persetujuan pinjaman diawali dari hasil interview/wawancara 

yang dilakukan oleh bendahara. Koperasi tidak ragu memberikan pinjamam 

karena anggota dan calon anggotanya koperasi hanya dikhususkan untuk ibu-

ibu yang ada di kelurahan Dolalowo, faktor itu lah membuat kami percaya”. 
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Data wawancara yang diberikan yakni kepercayaan merupakan salah satu hal 

terpenting dalam pemberian kredit. Ini dipertegas dengan jawaban informan bahwa 

mereka percaya akan pengembalian dari nasabah atau peminjam, dikarenakan 

anggota dan calon anggotanya berasal dari ibu-ibu yang ada dikelurahan dolalowo 

sendiri. 

Secara umum kredit adalah pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur 

untuk meningkatkan usahanya dalam mencapai keuntungan yang dicita-citakan. 

Sehingga pada hakikatnya para nasabah atau peminjam harus mengetahui 

tanggungjawabnya dalam hal melunasi ataupun mengembalikan pinjaman. Kredit 

adalah penyerahan barang dan jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor atau pemberi 

pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan 

janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit sesuai kesepakatan dari 

kedua belah pihak. 

Hasil wawancara ini menjelaskan kredit diberikan atas dasar kepercayaan, 

sehingga dalam hal pemberian kredit harus ada namanya kepercayaan, yakni adanya 

kepercayaan didasari berupa janji lisan, tertulis atau jaminan penyerahan barang. 

3. Jaminan 

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu 

jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. 

Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau 

kredit tertentu jaminan-jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon 

nasabah. 
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Jamiman di perlukan untuk menjaga kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman 

sehingga nilai jaminan tersebut sebaik lebih besar dari nilai pinjaman. Terkait dengan 

Jaminam pinjaman di Koperasi Kasih Ibu, ibu Rasuna menyatakan bahwa : 

“Setiap pinjaman dikenakan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 

pinjaman maksimal selama 20 bulan. Rata-rata pinjaman diperuntukan untuk 

sekolah dan kebutuhan konsumtif lainnya. Dalam hal pinjaman diatas Rp 

20.000.000,- harus disertai Jaminan berupa BPKB bahkan ada juga yang 

menyimpan sertifikat. Nilai jaminan tersebut harus lebih besar dari nilai 

pinjaman dan jaminan tersebut akan dikembalikan pada saat pelunasan 

pinjaman”. 

 

Dari penjelasan yang disampaikan Ibu Rasuna diketahui bahwa koperasi 

Kasih Ibu menggunakan sistem pemberian pinjaman, bagi anggota yang sudah 

mencapai batas maksimal pinjaman harus dengan ada nya jaminan, artinya pinjaman 

dibawah batas maksimal pinjaman hanya dengan jaminan kepercayaan. Jaminannya 

berupa surat-surat berharga yang nilai jualnya melebihi nilai nominal dana yang akan 

dipinjam, dengan jangka waktu 20 bulan.  

Dilihat dari segi jaminan kredit jaminan terbagi atas dua bagian : 

1. Kredit dengan jaminan. Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu 

jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak 

berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal 

senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah 

kredit yang diajukan calon nasabah. 
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2. Kredit tanpa jaminan. Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan 

barang. Kredit jenis ini diberikan dengan menilai dan melihat prospek 

usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon nasabah selama 

berhubungan dengan bank atau pihak lain. 

Jaminan merupakan salah satu penilaian dalam proses tidak diterimanya dana 

pinjaman dari pihak kredit. Karena tidak semua pinjaman akan lancar pembayaranya. 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet, apalagi dalam masa 

pandemic corona sekarang ini, berdampak pada kemampuan nasabah. Oleh karena itu 

membutuhkan kebijakan dan toleransi dari pihak koperasi. Tentang siapa yang 

berwenang menangani kredit macet, dijelaskan oleh Ibu Rasuna bahwa: 

 “Yang berwenang menangani kredit macet adalah ketua Koperasi. Tidak ada 

hambatan atau kendala dalam menangani kredit macet tersebut, namun tidak 

adalagi kepercayaan dari pihak koperasi terhadap nasabah tersebut. Kebijakan 

dan toleransi yang biasa ditempuh koperasi adalah ada, memberikan 

keringanan pembayaran sesuai kemampuan, disetor kapan saja tidak harus 

setiap bulan. Kemudian jaminan tetap ditahan sampai lunas pinjamanya.” 

 

Dari penjelasan yang disampaikan oleh ibu Rasuna yaitu bahwa dalam 

penanganan kredit macet pada koperasi Kasih Ibu yang menangani ketua koperasi. 

Serta dalam penarikan uang jaminan koperasi tidak menarik jaminan, yang menjadi 

jaminannya hanya pertama kali mengajukan pinjaman. Sedangkan toleransi yang 

diberikan pihak koperasi ketika nasabah mengalami kredit macet adalah memberikan 

keriganan terhadap waktu dan jumlah uang yang akan disetor. 
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Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa peminjam pada saat pengajuan kredit 

harus memiliki jaminan sesuai dengan besarnya pinjaman. Sehingga dapat 

disimpulkan jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada tim pengelola pinjaman 

hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat 

suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan analisis 

secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh 

pinjaman maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga.  

4.Pembinaan  

Pembinaan dan pengembangan koperasi adalah upaya yang dilakukan 

pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi. Pembinaan dimaksudkan untuk mendorong 

agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan 

ekonomi rakyat. 

Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi 

lebih baik. Dalam hal ini adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan , evoluasi, atas 

berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ibu Rasuna 

menjelaskan tentang pembinaan sebagai berikut : 

“Pembinaan merupakan proses penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan 

oleh Dinas Koperasi setiap tahun bertepatan dengan pelaksanaan Rapat 

Anggota Tahunan (RAT), Penilaian kesehatan koperasi berdasar rasio 

capaian Sisa Hasil Usaha (SHU). Dari  program kerja dan rencana 

anggaran”. 
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Berdasarkan hasi wawancara dari informan maka diketahui bahwa RAT pada 

koperasi Kasih Ibu SHU nya tiap tahun meningkat, dengan rencana RAT tiap tahun 

mengenai program kerja dan rencana anggaran.  

Selanjutnya tujuan dari pembinaan adalah untuk melatih atau mendidik 

individu maupun kelompok dengan tindakan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung 

agar tercapainya tujuan yang diiginkan, serta melakukan penilaian apakah pola kerja 

dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan. 

5.Pengawasan  

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk 

menjamin bahwa tujuan – tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Mekanisme 

pengawasan ini digunakan karena mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan 

dan pengambilan kegiatan kolektif, artinya proses pengamatan dari seluruh kegiatan 

organisasi dilakukan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang 

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun 

penjelasan dari informan: 

“Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) 

pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawan paling kurang dua kali dalam 

setahun, namun di Koperasi Kasih Ibu, pengawasan dilakukan oleh ketua 

koperasi sendiri”. 

 

Berdasarkan penjelasan informan bahwa pada Koperasi Kasih Ibu yang 

bertugas dalam pengawasan kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi Kasih 
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Ibu adalah Ketua koperasi Kasih Ibu sendiri. Dimana pengawasan merupakan proses 

untuk mengontrol, memantau dan menjaga agar kegiatan yang dilaksankan terarah 

tujuannya. Dari uraian diatas maka diketahui pengawasan memiliki tahapan-tahapan 

sebagai berikut : 

a. Penetapan standar kerja adalah ukuran yang menjadi dasar untuk melakukan 

pekerjaan. 

b. Penilaian kerja adalah upaya untuk menilai pekerjaan yang dilakukan atasan 

terhadap hasil pekerjaan karyawan. 

c. Mengoreksi pekerjaan adalah membandingkan hasil pekerjaan  

d. Dengan standar kerja yang ditentukan sebelumnya. 

6.Pelaporan 

Dalam menjalankan koperasi harus membuat laporan keuangan untuk 

mengetahui kondisi keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan 

bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, 

yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi, 

informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka 

pendek dan  jangka panjang.  

Terkait dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pada Koperasi Kasih Ibu 

dijelaskan Ibu Rasuna : 

“Laporan Pertangungjawaban dilakukan setiap tahun pada saat Rapat Anggota 

Tahunan (RAT). Laporan Pertangungjawaban tersebut antara lain tentang 

capaian Sisa Hasil Usaha, Kendala-kendala yang dihadapi pengurus serta 
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Rencana Kerja tahun tahun berikutnya. Kemudian diterima dan disahkan 

laporan pertanggungjaban tersebut oleh Anggota  Koperasi di saksikan oleh 

petugas dari Dinas Koperasi”. 

 

Berdasarkan penjelasan informan bahwa laporan dibuat berdasarkan kegiatan 

keuangan koperasi serta pada pelaporan tidak terdapat kendala, dapat diketahui 

bahwa laporan kegiatan merupakan alat yang penting untuk dasar penentuan 

kebijakan dan pengarahan pimpinan terhadap bahan penyusunan rencana kegiatan 

berikutnya serta mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan. 

4.3.3. Produk-produk Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo 

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti yang menjadi produk-produk 

dalam koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo adalah sebagai berikut : 

1) Simpanan pokok 

Simpanan pokok merupakan simpanan anggota yang wajib dibayarkan 

sebagai syarat menjadi anggota atau simpanan yang hanya dibayar 1 kali pada saat 

menjadi anggota sebesar Rp.100.000,-. Penyetoran simpanan pokok dapat dilakukan 

secara tunai atau melalui pemotongan gaji oleh Bendahara Pengeluaran masing-

masing instansi, simpanan pokok dapat dikembalikan kepada anggota yang 

keanggotaannya berakhir. 

2) Simpanan Wajib 

Simpanan wajib merupakan simpanan anggota yang wajib dibayarkan setiap  

bulannya sebesar Rp.50.000,-. Penyetoran simpanan wajib dapat dilakukan secara 
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tunai atau melalui pemotongan gaji oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing 

instansi serta simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan 

masih menjad anggota. 

3) Tabungan Rencana Pengawai 

Tabungan rencana pengawai adalah simpanan anggota yang penyetorannya 

dilakukan setiap bulan dengan nominal yang tetap dalam jangka waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian. Jasa simpanan tabungan rencana pengawai ditentukan oleh 

pengurus dengan ketentuan maksimal 0,75% perbulan. Penarikan tabungan rencana 

pengawai hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu perjanjian berakhir. 

4) Simpanan berjangka  

Simpanan berjangka adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya 

dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan. Jasa 

simpanan berjangka ditentukan oleh pengurus dengan ketentuan maksimal 0,75 % 

perbulan, penarikan simpanan berjangka sebelum waktu perjanjian berakhir tidak 

diberikan jasa simpanan. 

4.3.4. Pengelolaan Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo 

1.Prosedur Pemberian Pembiayaan  

Prosedur pemberian pembiayaan merupakan kepercayaan yang diberikan pada 

penerima. Kepercayaan ini diberlakukan pada proses atau alur sistem pemberian 

pembiayaan pada Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo. KSP Al-Hikmah PTA 
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Gorontalo merupakan koperasi yang beranggotakan pengawai Pengadilan Tinggi 

Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Agama Gorontalo. Oleh Anggota tersebar di semua Kabupaten dan Kota di 

wilayah Provinsi Gorontalo sehingga administrasi yang terkait dengan pinjaman 

digunakan sistem online. 

Bapak Lukman A.Tomayahu  selaku sekretaris koperasi Koperasi Al-Hikmah 

menjelaskan prosedur pemberian kepada anggota sebagai berikut : 

“Karena anggota tersebar di Pengadilan Tingga Agama dan pengadilan 

Agama di wiyalah hokum Gorontalo sehingga formulir pengajuan pinjaman 

menggunakan sistem online. Formulir pinjaman tersebut terdiri syarat-syarat 

pinjaman, kemampuan membayar,bungganya itu 1,2% kalau simpanannya 

0,5% perbulan. Untuk pemberian pinjaman maksimal Rp.30.000.000,- untuk 

pengawai dan Rp.3.000.000,- untuk tenaga kontrak, serta ditandatangi oleh 

Bendahara dan sekretaris di masing-masing wilayah karena pelunasan 

pinjaman tersebut melalui pemotongan gaji, Kemudian pencairan pinjaman 

dilakukan berdasar antrian”. 

 

Dalam pemberian pinjaman pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo harus 

mengisi formulir yang sudah disediakan di sistem online koperasi dengan 

mengupload syarat-syarat yang ditanda tanggani oleh ketua dan bendahara masing-

masing yang menjelaskan bahwa anggota tersebut cukup untuk membayar angsuran. 

Selanjutnya diwawancarai dan ditanda tanggani akadnya diatas materai dan dicairkan 

dananya dengan bungga 1,2% dan simpanan 0,5% perbulan dan maksimal pinjaman  

untuk pegawai Rp.30.000.000,- dan Rp.3.000.000,- tenaga kontrak. Dalam prosedur 
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pemberian pinjaman ini koperasi tidak lagi melakukan survey lokasi mengenai usaha. 

Pembiayaan yang disediakan Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo ini diberikan 

untuk perorangan. Masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman harus menjadi 

anggota terlebih dahulu agar bisa mendapatkan pinjaman. 

Pinjaman hanya diberikan kepada anggota koperasi sehingga untuk 

mendapatkan harus menjadi anggota terlebih dahulu. Syarat-syarat untuk mengajukan 

pinjaman berdasarkan dijelaskan oleh Bapak Lukman adalah : 

“Pertama harus anggota, kedua jika masih terdapat sisa penjaman maka 

permohon tersebut belum di cairkan, ketiga isi formulir dan menandatanginya. 

Karena Anggotanya adalah pengawai pengadilan tinggi agama rata-rata untuk 

kebutuhan konsumtif meskipun kami tidak mencantumkan kebutuhan 

pinjaman tersebut, hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperesi syariah 

yang sifatnya adalah pembiayaan dan bagi hasil sementara kami masih 

mengenakan bunga pinjaman kepada anggota. Karena perbedaan itu yang jadi 

pertimbangan kami untuk rubah ke syariah”. 

 

Syarat utama untuk melakukan pinjaman adalah harus anggota pengawai 

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dilanjutkan dengan mengisi formulir, dengan 

rata-rata kebutuhan pinjaman kebutuhan konsumtif bukan kebutuhan produktif. 

Faktor kebutuhan ini lah yang menyebabkan koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo ini 

masih koperasi konvensional, yang mana jika pada koperasi syariah akadnya harus 

jelas berbeda dengan koperasi konvensional. Sedangkan untuk anggota yang ingin 

melakukan pinjaman sementara masih ada sisa pinjaman, pihak koperasi akan 

menunda pemberian pinjaman. 
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Untuk menjadi anggota, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa, dan 

tidak berada dalam perwalian dan sebagianya). 

c. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan 

simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota. 

d. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan 

peraturan-peraturan khusus yang berlaku dalam koperasi. 

e. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (Pengawai Negeri Sipil atau 

Pengawai Kontrak) di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Pengadilan 

Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. 

f. Telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau 

membubuhkan cap jempol buku daftar anggota. 

g. Daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik dengan tetap melengkapi 

dokumen permohonan menjadi anggota yang ditanda tangani atau dibubuhi 

cap jempol. 

Adapun pemberian pinjaman kepada anggota dengan ketentuan : 

a. Jumlah pinjaman maksimal untuk pengawai negeri sipil adalah 

Rp.30.000.000,- (tiga pulu juta rupiah). 
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b. Jumlah pinjaman maksimal untuk pengawai kontrakn adalah Rp.3.000.000,- 

(tiga juta rupiah). 

c. Jumlah angsuran maksimal adalah 36 (tiga puluh enam) kali untuk pengawai 

negeri sipil dan 12 (dua belas) kali untuk pengawai kontrak. 

d. Perhitungan jasa pinjaman adalah flat sebesar 1,2% perbulan. 

e. Telah melunasi angsuran pinjaman minimal adalah tiga bulan. 

f. Untuk pinjaman top up jumlah minimun yang diterima adalah Rp.2.000.000,- 

g. Bersedia membayar dana pertanggungan dari sebagaimana dimaksud pasal 4 

ayat (3) yakni sebesar 1% dari total pinjaman yang diberikan untuk pinjaman 

baru atau 1% dari sisa pokok pinjaman yang diterima untuk pinjaman top up 

h. Membayar biaya administrasi pinjaman sebesar 0,6% dari plafon pinjaman.  

Berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa sistem pemberian kredit ini 

harus melalui proses yang sudah ditetapkan. Hal ini akan didasarkan pada penjelasan 

dari informan Bapak Lukman bahwa pada dasarnya sistem pemberian pinjaman di 

koperasi simpan pinjam akan melalui beberapa proses. Berdasarkan hasil wawancara 

yang telah dilakukan oleh peneliti akan diketahui bahwa tim pengelola ini telah 

menggunakan prosedur pinjaman kredit sesuai pedomannya. 

2.Mengetahui kesungguhan Nasabah Melunasi Hutangnya 

Mekanisme pemberian pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang 

dilakukan oleh pihak koperasi untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang 

telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan 
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pembiayaan, pihak koperasi akan memperoleh keyakinan bahwa nasabah tersebut 

layak untuk diberikan pinjaman. Adapun prosedur penyetoran dijelaskan oleh Bapak 

Lukman bahwa: 

“Untuk prosedur penyetoran angsuran dipotong dari gaji setiap anggota, sebab 

pada anggaran dasar yang terdaftar jadi anggota adalah pengawai Pengadilan 

Tinggi Agama itu sendiri atau sewilayah. Jika ada pegawai di mutasi keluar 

wilayah hokum Gorontalo dan terdapat sisa pinjaman, maka angsuranya 

transfer ke rekening koperasi”. 

 

Pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo prosedur penyetoran angsuran 

dilakukan dengan potong gaji setiap anggota, sebab yang menjadi anggota koperasi 

Al-Hikmah PTA Gorontalo adalah pengawai Pengadilan Tinggi Agama atau 

sewilayahnya. Untuk anggota yang telah dimutasi angsuran pinjaman di transfer ke 

rekening koperasi dengan membuat akad baru pinjaman anggota. 

Selanjutnya pertanyaan informan mengenai perihal Kenapa koperasi Al-

hikmah penerimaan anggotanya hanya untuk pengawai Pengadilan Tinggi Agama ? 

“ Karena Anggaran Dasar, pembukaan koperasi hanya khusus karyawan, jadi 

yang bisa jadi anggota pegawai atau tenaga kontrak yang ada di Pengadilan 

Tinggi Agama dengan Pengadilan Agama diwilayah lain yang ada di masing-

masing kota totalnya ada 7, rata-rata anggaran dasar yang menyatakan seperti 

itu. Kalau untuk masyarakat umum pihak koperasi susah untuk menagih, 

kalau sekarangkan anggota koperasi membayar angsuran pinjaman tinggal 

potong gaji saja”. 

Adapun tambahan penjelasan dari Bapak Lukman : 
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  “Jadi kalau untuk kredit macet untuk pengawai yang aktif itu tidak ada, 

masalahnya cuman di mutasi. Sekarang masih ada 2 anggota yang mengalami 

kredit macet karena di mutasi sudah 3 tahun lalu”. 

 

Pemahaman yang dijelaskan Bapak Lukman merupakan penjelasan bahwa 

dalam hal ini yang bisa jadi anggota pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo adalah 

pengawai atau tenaga kontrak yang ada di Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan 

Agama diwilayah lain dengan berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi. Faktor inilah 

yang menyebabkan kredit macet untuk pengawai aktif tidak ada, melainkan hanya 

pengawai yang dimutasi.  

Munculnya kredit bermasalah termasuk didalamnya kredit macet, pada 

dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan karena suatu proses yang 

disebabkan baik dari pihak kreditur maupun debitur, sebab dalam proses pelunasan 

tidak selamanya berjalan lancar. Kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah 

suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan atas pembayaran kembali 

pinjaman yang disepakati, karena resiko dan faktor kerugian terhadap aset bermasalah 

tersebut akan mempengaruhi kesehatan koperasi. 

3.Jaminan  

Kredit dengan jaminan merupakan keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajiban hutangnya sesuai perjanjian. Oleh 

karena itu sebelum kredit diberikan pihak koperasi akan melakukan penilaian dari 
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berbagai aspek. Tentang jaminan pinjaman anggota di jelaskan oleh Bapak Lukman 

bahwa : 

“Jika terjadi kredit macet yang jadi jaminannya adalah SK, karena yang jadi 

anggota koperasi kan adalah pengawai Pengadilan Tinggi Agama. Selanjutnya 

yang menangani uang itu bendahara tapi yang menyetujui persetujuan itu 

ketua, sekretaris dan bendahara”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara informan menjelaskan bahwa yang menjadi 

jaminan pada saat terjadi kredit macet adalah SK, karena anggotanya adalah 

pengawai Pengadilan Tinggi Agama, dalam penanganan uang yang menangani 

bendahara Pengadilan Tinggi Agama yang sudah disetujui oleh Ketua dan Sekretaris. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit yang di berlakukan pada Koperasi 

Al-Hikmah PTA Gorontalo adalah tambahan saat perencanaan untuk memberikan 

kredit. Pengamanan ini diperlu dilakukan sedemikian rupa karena erat kaitannya 

dengan risiko. 

4.Pembinaan  

Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar 

koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi 

rakyat. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan perwujudan 

pemerataan kesempatan berusaha. 

Pembinaan dan perkembangan koperasi dimaksudkan untuk memberi 

dorongan, memperkokoh dan memantapkan koperasi. Berdasarkan penjelasan 
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tersebut maka peneliti menanyakan mengenai Bagaimana perkembangan Koperasi 

Al-Hikmah sejauh ini  ?  Bapak Lukman menjelaskan : 

“Sejak berbadan hukum tahun 2014, pembinaan koperasi oleh Dinas 

Koperasi,pelaksaan RAT setiap tahun harus melaporkan ke Dinas Koperasi. 

Anggota koperasi hingga sekarang berjumlah 250 orang yang terdiri dari 

pegawa dan tenaga kontrak. Modal Koperasi terdiri simpanan pokok, 

simpanan wajib dan sisa SHU yang di tabungan sejak tahun 2017. Kemudian 

untuk memenuhi kebutuhan anggota, tahun 2019 kami pinjam di Bank  

sebesar Rp 1,6 milyar. Dan karena pinjaman di Bank omset kami juga naik 

tiap bulan, alhamudulillah omset kami kemarin itu tahun 2019 mencapai 600 

juta itu modal koperasi bukan termasuk hutang (simpanan pokok, simpanan 

wajib, cadangan, SHU, dan Hibah) kayaknya tahun ini sudah mencapai 700 

juta, tapi hutang yang masih banyak sekitar 1,5 milyar. Perkembangannya dari 

sejak awal ekuitas koperasi cuman sekitar ratusan juta sekarang sudah ada 600 

juta tapi ada kenaikan lagi dari simpanan pokok, wajib. Cuman aset tidak 

terlalu naik karena memang kami cuman nebeng di aset kantor, jadi aset 

koperasi cuman 1 unit seperti  printer”. 

 

 Berdasarkan penjelasan dari informan diketahui bahwa Koperasi Al-Hikmah 

PTA Gorontalo setelah berbadan hukum pihak koperasi harus RAT setiap tahun. Dari 

segi modal anggota koperasi setiap tahun mengalami fluktuasi dikarenakan adanya 

pengawai yang dimutasi. Sedangkan dari segi keuangan dan segi pinjaman terjadi 

peningkatan. Sehingga disimpulkan bahwa perkembangannya sejak ekuitas koperasi 

mengalami peningkatan simpanan pokok dan wajib. Berbeda dengan aset koperasi 
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tidak mengalami peningkatan, sebab koperasi ini hanya numpang dengan Pengadilan 

Tinggi Agama Gorontalo.  

Selanjutnya biasanya rencana apa yang dibahas dalam RAT ? 

“Rencana anggaran tenaga pengawai koperasi RATPK dibahas apa yang akan 

dibuat satu tahun yang akan datang, terdiri dari rencana pendapatan dan 

rencana kerja koperasi”. 

 

Dari wawancara diatas informan menambahkan penjelasan : 

“Rapat selain RAT adalah rapat pengurus yang dilakukan sesuai kebutuhan, 

kemudian rapat gabungan pengurus dan pengawas tiap tahun 4 kali, rapat 

anggota luar biasa, yang dilakukan ketika pihak koperasi akan mangajukan 

pinjaman ke Bank, karena membutuhkan  persetujuan anggota  sebagaimana 

yang diatur dalam anggaran rumah tangga bahwa hutang  jangka panjang 

harus menyetujui anggota, tapi kalau cuman dibawah 1 tahun cukup pengurus 

dan pengawas”. 

 

Berdasarkan penjelasan wawancara dapat diketahui bahwa RAT yang 

biasanya dibahas setiap tahun pada koperasi ini adalah RATPK yaitu Rapat Rencana 

Pendapatan dan Rencana Kerja Koperasi. Selain itu koperasi Al-Hikmah PTA 

Gonrontalo juga melakukan Rapat Pengurus yang diadakan kapan saja dan Rapat 

Gabungan yang dilakukan tiap tahun 4 kali. Bahkan koperasi ini juga pernah 

melakukan Rapat Anggota Luar Biasa yang dihadiri oleh pengurus dan pengawas. 

Tujuan dari pembinaan koperasi ini bertujuan untuk mewujudkan koperasi yang 

berkualitas dan menumbuhkan kewirausahaan yang tangguh dan mandiri sehingga 
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menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan berakar dalam masyarakat. Serta menciptakan 

iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan agar koperasi dapat berdaya saing 

dalam dan luar negeri.  

5. Pengawasan 

Pengawasan koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjabat yang 

membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan yang 

diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pengawasan ini dimaksudkan untuk mengeveluasi prestasi kerja dan apabila perlu 

menetapakan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan 

rencana-rencana. Adapun penjelasan dari informan yaitu : 

“Pengawasan kinerja itu tiap 3 bulan ada pengawas yang priksa keuangan 

sampai aset diperiksa, terakhir laporan akhir tahun diperiksa untuk RAT, jadi 

pengawas yang memeriksa .pengawas berasal dari luar ada yang dari 

gorontalo, limboto”. 

 

Dari penjelasan yang ada peneliti memahai bahwa dalam manajemen 

pengawasan pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo adalah pengawasan kinerja 

yang berasal dari luar koperasi, pengawsan ini dilakukan tiap 3 bulan. Sebab suatu 

kegiatan ini akan dicocokkan apakah kegiatan operasional dilapangan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian yang menjadi objek dari kegiatan 

pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang 

bersifat seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi. 
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6. Pelaporan 

Dalam hal ini koperasi wajib memberikan informasi pada setiap anggotanya 

mengenai laporan keuangan koperasi yang dibukukan dalam buku laporan 

pertanggungjawaban pengurus koperasi yang dibagikan kepada setiap anggota 

koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan keuangan koperasi dapat 

memberikan informasi mengenai perkembangan atau kemunduran koperasi. 

Berdasarkan pemahaman tersebut peneliti menanyakan apakah dalam penyusunan 

pelaporan ada kendala ? informan menjelaskan : 

“kendalanya kami sebagai pegawai di Pengadilan Tinggi Agama dan juga 

merangkap tugas sebagai pengurus koperasi,sehingga pembuatan laporan 

kadang terlambat dan berakibat kepada pelaksanaan RAT juga terlambat dari 

ketentuan dinas koperasi yakni paling lambat 4 bulan setelah tutup buku”.  

 

Berdasarkan penjelasan informan diketahui bahwa dalam pembuatan laporan 

terdapat kendala yaitu dalam melakukan pembukuan pengelola koperasi Al-Hikmah 

PTA Gorontalo merangkap dengan tugas-tugas kantor, sebab pengelola koperasi juga 

pengawai Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, sehingga pada proses pembukuan 

mengalami keterlambatan dalam pelaporan. Dikarenakan dalam menyusun laporan 

keuangan diperlukan kehatian-hatian. Bahwa dalam penyusunan laporan keuangan 

dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan dan ketidak tepatan. 

Berdasar hasil penelitian, disimpulkan bahwa koperasi Al-Hikmah PTA 

Gorontalo, masih menggunakan sistem konvensional dalam pemberian pinjaman, 
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karena membebankan bunga pinjaman kepada anggota dan bukan bagi hasil 

sebagaimana prinsip syariah. 

4.4.Pembahasan  

4.4.1. Perbandingan antara Koperasi Wanita Kasih Ibu dan Koperasi Al-

Hikmah PTA Gorontalo 

Dalam praktik dilapangan segala teori ada kalanya tidak sesuai dengan 

pelaksaannya, karena dalam pelaksanaannya biasanya terdapat pertimbangan-

pertimbangan sendiri yang memang mengharuskan tidak sesuai dengan teori yang 

ada. Seperti halnya pengelolaan yang terdapat pada koperasi konvensional dan 

koperasi syariah, ada persamaan dan perbedaan dalam praktiknya.  

Maka akan dibahas terkait perbandingan antara pengelolaan pada koperasi 

konvensional dalam hal ini adalah Koperasi Kasih Ibu dan koperasi syariah yaitu Al-

Hikmat PTA Gorontalo Adapun perbandingannya antara kedua koperasi tersebut 

yaitu : 

4.4.2. Pengelolaan  

1.Sistem Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan  

Dalam praktik prosedur pemberian pinjaman dalam Koperasi Kasih Ibu dan 

Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo terdapat beberapa kesamaan, seperti masyarakat 

yang ingin mengajukan pinjaman harus menjadi anggota dahulu, kedua pada koperasi 

ini tidak melakukan survei lokasi pada pemberian pinjaman, selanjutnya koperasi ini 

juga sama-sama menggunakan prinsip 5C (character, capacity, collateral, capital, 

dan condition) dalam menganalisisnya. Adapun perbedaan dari prosedur pemberian 
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pinjaman atau pembiayaan pada koperasi Kasih Ibu dan koperasi Al-Hikmah PTA 

Gorontalo, yaitu : 

1. Syarat-syarat untuk menjadi anggota pada koperasi Kasih ibu pertama harus 

ibu-ibu yang beralamatkan di Kelurahan Dulalowo, kedua atau terakhir adalah 

fotocopy KTP. Berbeda dengan koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo yang 

menjadi syarat untuk menjadi anggota adalah pengawai atau tenaga kontrak di 

Pengadilan Tinggi Agama dan sewilahnya. 

2. Dalam sistem pemberian pinjaman pada koperasi Kasih Ibu harus mengisi 

permohonan yang akan ditanda tangani oleh ketua dan akan diverifikasi 

terlebih dahulu anggota tersebut kemudian dilanjutkan dengan wawancara 

setelah adanya permohonan dan wawancara akan langsung dicairkan. Berbeda 

dengan koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo dalam prosedur pemberian 

pembiayaan koperasi sudah menyediakan sistem online yang pertama isi 

formulir yang sudah ditanda tanggani oleh ketua dan bendahara masing-

masing yang menjelaskan bahwa penghasilan mereka cukup untuk membayar 

angsuran kemudian diupload disistem yang sudah disediakan selanjutnya 

menunggu antrian. 

3. Ketentuan pemberian pinjaman kepada anggota pada kedua koperasi ini 

memiliki persamaan batas maksimal pemberian pinjaman. Pada Koperasi 

Kasih Ibu maksimal pemberian pinjaman Rp.30.000.000,- dengan bunga 2,5% 

perbulan. sama dengan Koperasi Al-Hikmah maksimal pinjaman 

Rp.30.000.000,-  yang dikhususkan untuk pengawai negeri sipil dengan 
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angsuran 36 kali sedangkan untuk pengawai kontrak maksimal Rp. 

3.000.000,- dengan angsuran 12 kali adapun perhitungan jasa pinjaman 

sebesar 1,2% perbulan. 

Dalam proses pemberian pinjaman koperasi Al-Hikmah dinilai lebih baik 

dilihat dari syarat pengajuan anggotanya berasal dari Pengawai dan tenaga kontrak 

pengadilan tinggi agama gorontalo dan sewilayahnya, hal ini yang akan mengurangi 

terjadinya resiko kredit macet. Berbeda pada koperasi kasih ibu, walaupun 

anggotanya hanya dikhususkan untuk ibu-ibu yang ada dikelurahan Dulalowo tetapi 

menurut pandangan peneliti bahwa tidak ada jaminan yang akan menyebabkan tidak 

terjadinya kredit macet. Disisi lain koperasi Kasih Ibu memberlakukan bunga 

pinjaman sebesar 2,5%  perbulan sedangkan pada koperasi Al-Hikmah PTA 

Gorontalo sebesar 1,2% perbulan. Karena hal yang paling penting dalam tahapan 

pemberian kredit atau pembiayaan terdapat pada analisisnya. Ketepatan pemberian 

pembiayaan kepada anggota akan berdampak pada jumlah pembiayaan lancar dan 

pembiayaan bermasalah, walaupun pada koperasi Kasih Ibu analisis langsung 

dipimpin oleh ketua. 

2.Mengetahui Kesungguhan Nasabah Membayar Hutangnya. 

Kondisi saat seorang nasabah tidak mampu lagi membayar atau mencicil 

pinjaman dimana kondisi ini bisa menyebabkan banyak masalah, untuk menghindari 

dan mengatasi kondisi kredit macet pihak koperasi setidaknya mengetahui 

kesungguhan nasabah dalam membayar hutangnya.  
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Pada koperasi Kasih Ibu pemberian kredit berdasar atas kepercayaan yang 

didasari berupa janji lisan, tertulis atau penyerahan barang. Serta anggota membayar 

pinjaman tidak harus didatangi melainkan datang sendiri di koperasi untuk membayar 

pinjaman, anggota yang mengalami kredit macet diberi keringanan dalam menyetor 

pinjaman dan tidak dibebankan jumlah yang disetor asalkan bisa melunasi pinjaman. 

Sedangkan pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo untuk penyetoran 

angsuran dipotong gaji anggota sebab pada anggaran dasar yang menjadi anggota 

adalah pegawai pengadilan tinggi agama itu sendiri atau sewilayahnya. Untuk 

anggota yang mengalami kredit macet biasanya anggota yang dimutasi, penyetoran 

angsurannya bukan lagi potong gaji melainkan harus transfer ke rekening koperasi. 

Untuk mengetahui kesungguhan nasabah membayar hutangnya koperasi Al-

Hikmah PTA Gorontalo dikatakan lebih baik, karena pada proses pembayaran 

angsuran pihak koperasi tinggal potong gaji saja sehingga minim terjadinya kredit 

macet. Disamping itu menurut pendapat informan anggota yang mengalami kredit 

macet hanya 2 orang saja, itu pun masalahnya hanya mutasi. Berbeda dengan 

koperasi Kasih Ibu, anggota dalam membayar angsurannya datang sendiri di koperasi 

, selain itu pihak koperasi tidak membebankan jumlah yang disetor anggota yang 

mengalami kredit macet. 

3.Jaminan 

Terdapat perbedaan dalam penetapan kredit dengan jaminan. Penetapan 

jaminan yang ditetapkan oleh kedua koperasi ini berbeda.  Pada koperasi Kasih Ibu 

angsuran diatas Rp.20.000.000,- dengan maksimal pinjaman Rp.30.000.000,-  
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jaminannya BPKB dan Sertifikat. Sedangkan pada Koperasi Al-Hikmah PTA 

Gorontalo yang menjadi jaminan pada penetapan pembiayaannya adalah SK 

pengawai. Sehingga disimpulkan bahwa pada kedua koperasi tersebut dinilai sama 

baiknya dalam penetapan kredit dengan jaminan. 

4.4.3. Pembinaan 

Pembinaan pada koperasi dimaksudkan agar koperasi menjalankan kegiatan 

usahanya dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Pada kedua koperasi 

ini setiap tahun melakukan RAT pada proses pembinaan terkait program kerja dan 

rencana anggaran, kedua koperasi ini juga pernah rapat anggota luar biasa. Tetapi 

Koperasi Al-Hikmah dinilai lebih baik sebab selain RAT koperasi ini juga melakukan 

rapat pengurus yang dilakukan kapan saja serta rapat gabungan yang dilakukan tiap 

tahun 4 kali. 

4.4.4. Pengawasan 

Pada pengawasan antara kedua koperasi ini yang dinilai lebih baik adalah 

koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo sebab pada proses pengawasan kinerja dilakukan 

tiap 3 bulan, mulai dari pemerikasaan keuangan sampai aset, terakhir laporan akhir 

tahun diperiksa untuk RAT, pada koperasi ini pengawas berasal dari luar. Sedangkan 

pada koperasi Kasih Ibu pihak informan tidak menjelaskan mengenai proses dari 

pengawasan, peneliti menyimpulkan bahwa koperasi Kasih Ibu pengawasan kinerja 

tidak diawasi. 
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4.4.5. Pelaporan 

Pada kegiatan pelaporan antara kedua koperasi, koperasi Kasih Ibu dinilai 

lebih baik sebab dalam pelaporannya tidak terdapat kendala. Berbeda dengan 

koperasi Al-Hikmah yang dalam pelaporannya terdapat kendala yang mana dalam 

pembuatan laporan RAT paling lama 6 bulan yang dianggap terlambat oleh Dinas 

Koperasi, disebabkan pihak koperasi selalu bentrokan dengan tugas-tugas kantor. 

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas secara keseluruhan dapat diketahui 

bahwa koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo adalah koperasi yang menjalankan 

usahanya secara konvensional bukan secara syariah. namun demikian nilai bunganya 

masih lebih rendah dibandingkan dengan koperasi Kasih Ibu, disisi lain dalam 

membayar angsuran pinjaman atau simpanan pada koperasi Al-Hikmah PTA 

Gorontalo adalah potong di gaji setiap anggota karena yang menjadi anggota adalah 

pengawai dan tenaga kontrak Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan jaminan 

SK Pengawai. Berbeda dengan koperasi Kasih Ibu anggota yang akan membayar 

angsuran pinjaman atau simpanan datang sendiri ke koperasi Kasih Ibu dengan 

jaminan berupa Sertifikat tanah, BPKB motor,bahkan dengan jaminan kepecayaan. 

Selain itu koperasi ini juga anggotanya hanya dikhususkan untuk ibu-ibu yang berada 

di kelurahan Dulalowo. 

Pada proses pembinaan pada kedua koperasi ini selalu melakukan RAT setiap 

tahun, tetapi pada koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo sering melaksanakan rapat 

pengurus, berbeda dengan koperasi Kasih Ibu yang tidak melakukan rapat pengurus. 

Pada proses pengawasan koperasi Al-Hikmah pengawasan kinerja dilakukan tiap 3 
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bulan berbeda dengan koperasi Kasih Ibu yang tidak melakukan pengawasan kinerja. 

Sedangkan dalam pelaporan koperasi Kasih Ibu tidak sering mendapatkan kendala 

dalam pelaporan dibandingkan dengan koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo yang 

sering mendapatkan kendala dalam pelaporan. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari temuan dilapangan, dan analisa yang dilakukan oleh 

peneliti, maka dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 5.4 

Perbandingan Koperasi 

 

PENGELOLAAN  KASIH IBU   
 

AL-HIKMAH   

 Sistem Pemberian 

Pinjaman atau 

Pembiayaan 

Anggotanya hanya 

dikhususkan untuk ibu-ibu 

yang ada dikelurahan 

Dulalowo , bunga pinjaman 

sebesar 2,5%  perbulan  

serta  

  

nilai lebih baik dilihat dari 

syarat pengajuan 

anggotanya berasal dari 

Pengawai dan tenaga 

kontrak pengadilan tinggi 

agama gorontalo dan 

sewilayahnya. Serta  bunga 

pinjaman   1,2% perbulan 

 

Mengetahui 

Kesungguhan 

Nasabah Membayar 

Hutangnya 

Membayar angsurannya 

datang sendiri di koperasi , 

selain itu pihak koperasi 

tidak membebankan jumlah 

yang disetor anggota yang 

mengalami kredit macet 

Lebih baik, karena pada 

proses pembayaran 

angsuran pihak koperasi 

tinggal potong gaji saja 

sehingga minim terjadinya 

kredit macet, itu pun 

masalahnya hanya mutasi 

  

 

Jaminan 

BPKB dan Sertifikat dengan 

angsuran pinjaman diatas 

Rp.20.000.000,- .  

Jaminannya SK pengawai  



82 
 

 
 

Pembinaan RAT tiap tahun 
RAT tiap tahun, rapat  

pengurus, rapat gabungan 

Pengawasan 
Pengawasan kinerja  tidak 

dilakukan  

Pengawasan kinerja 

dilakukan tiap 3 bulan 

Pelaporan 
Tidak terdapat kendala 

dalam pelaporan 

Terdapat kendala yang 

mana dalam pembuatan 

laporan RAT paling lama 6 

bulan  

 

Selanjutnya landasan usaha pada koperasi konvensional Kasih Ibu dan 

koperasi syariah Al-Hikmah PTA Gorontalo sama-sama menggunakan peraturan 

mentri koperasi Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam 

Oleh Koperasi. Yang artinya bahwa koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo belum 

dikatakan koperasi syariah karena dalam proses pengelolaan serta pengawasannya 

masih sama dengan koperasi konvensional. Dimana koperasi ini masih menggunakan 

sistem bunga bukan bagi hasil pada setiap pemberian pembiayaan. Disisi lain dalam 

proses pengawasannya tidak ada yang namanya pengawasan yang dilakukan oleh 

dewan syariah yang seharusnya ada pada  koperasi syariah umumnya.  

5.2. Saran 

Dari uraian kesimpulan diatas, maka dikemukan saran sebagai berikut : 

1. Bagi koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo sebaiknya lebih fokus lagi untuk 

menuju koperasi syariah.  
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2. Bagi koperasi Kasih Ibu sebaiknya dalam pemberian pinjaman tidak hanya 

berlandaskan pada kepercayaan serta lebih teliti lagi dalam menilai anggota 

yang melakukan pinjaman atau pembiayaan.  

3. Untuk koperasi Kasih Ibu harus lebih memperhatikan mengenai pembinaan 

koperasi agar koperasi ini kedepannya lebih berkembang lagi. 

4. Pada proses pengawasan kinerja seharusnya koperasi Kasih Ibu menerapkan 

pengawasan kinerja agar tidak terjadinya kecurangan dalam koperasi. 

5. Untuk koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo dalam proses pelaporan agar lebih 

ditingkatkan lagi agar tidak terjadinya keterlambatan dalam pelaporan ke 

Dinas Koperasi. 

6. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literature 

dalam penelitian selanjutnya. Dan bisa menambahkan variable lain seperti 

pertanggung jawaban untuk pengelolaan koperasi dan manajemen keuangan 

dari koperasi. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Tanya/ jawab pada Koperasi Wanita Kasih Ibu 

Hasil wawancara dengan Ibu Hj.Rasuna Mustafa selaku ketua koperasi : 

1. Bagaimana prosedur pemberian ? 

“untuk sistem pemberian pinjaman yang pertama harus mengisi permohonan 

kemudian di tanda tangani oleh ketua lalu diserahkan kepada anggota yang 

bersangkutan, kamipun melakukan wawancara karena itu juga akan menjadi 

acuan pada saat akan disetujui pemberian pinjaman.” 

 

2. Berapa Dalam pemberian pinjaman ?terus jaminannya apa? 

“pinjaman yang sudah Rp.20.000.000,- harus ada jaminan,berupa BPKB bahkan 

ada juga yang menyimpan sertifikat, akan tetapi begitu selesai pinjamannya maka 

jaminannya dikembalikan.” 

3. Dalam pemberian pinjaman berapa besarnya bungga yang diberikan oleh pihak 

koperasi ? 

“2,5%/bulan.” 

4. Berapa besar nominal Pemberian pinjaman ? 

“sesuai kebutuhan dan kemampuan setiap anggota.” 

5. Syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman ? 

“Syarat-syarat untuk jadi anggota koperasi hanya fotocopy KTP dan dengan 

adanya referensi yang artinya ada anggota lama mengajak teman atau keluarganya 

untuk menjadi anggota pada koperasi ini yang mana anggota tersebut yang 

menjadi referensi tersebut. Jika anggota baru tersebut tidak membayar pinjaman 

maka anggota lama yang menjadi refensi tersebut menjadi tanggung jawabnya”. 

 

6. Kalau untuk pencairan dana pinjaman biasanya mudah dilakukan ? 

“kalau pencairan dana pinjaman setelah adanya permohonan dan wawancara itu 

langsung dicairkan, tidak ada lagi peninjauan mengenai pendapatan atau usaha 

para anggota, karena sudah mengetahui sikap setiap anggota”. 
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7. Untuk apa biasanya nasabah melakukan pinjaman ? 

“Kebutuhan,kebutuhan yang bermacam-macam misalnya untuk membayar 

sekolah anak-anak”. 

 

8. Bagaimana cara nasabah membayar pinjaman ?terus bagaimana dengan 

pengelolaan Waserda ? mengingat koperasi ini juga menyediakan atau menjual 

barang-barang harian.  

“Kalau Waserda itu tidak ada yang namanya sistem kredit, jika melakukan 

pembelian langsung bayar,begitu juga dengan agen-agen yang masuk tidak ada 

yang namanya barang titipan, serta barang-barang yang dijual tidak hanya 

dikhususkan untuk anggota tetapi masyarakt umum, untuk anggota sudah 

disiapkan buku sendiri dimana pada setiap melakukan pembelanjaan dicatat 

dibuku tersebut,dan setiap akhir tahun akan dihitung berapa jumlah pembelanjaan 

mereka dalam satu tahun lalu akan diberikan pesangon tersendiri”. 

“Kalau untuk membayar pinjaman anggota datang sendiri di koperasi tidak harus 

di datangi, misalnya anggota pinjam 1 maret batasnya bayarnya sampe tanggal 30 

april artinya diberikan kesempatan, akan tetapi jika sudah lewat waktu 

pembayaran biasanya anggota membayar 2x lipat. Jika sudah 2 bulan pihak 

koperasi hanya menghubungi anggota bersangkutan, tetapi jika sudah 3 bulan 

pihak koperasi akan datang lansung ke rumah anggota bersangkutan, dan pada 

saat ini pihak koperasi memberi keringanan berapa saja yang disetor untuk 

meringankan saldo tersebut, apa lagi di masa pandemi sekarang pihak koperasi 

tidak membebankan mengenai jumlah yang disetor, asalkan bisa melunasi 

pinjaman. Bahkan selama ini koperasi belum pernah menyita barang-barang 

jaminan dari pihak anggota”. 

 

9. Berapakah maksimal pinjaman yang sediakan pihak koperasi ? 

“Maksimal Rp.30.000.000,- dengan jaminan sertifikat, bahkan ada juga yang 

jaminan kepercayaan. Dan Alhmadulillah belum ada yang ditemukan kecurangan. 

Adapun jangka waktunya 20 bulan. Misalnya pinjaman Rp.30.000.000,- angsuran 

Rp. 2.250.000,- + simpanan wajib Rp.25.000,- maka angsurannya setiap bulannya 

Rp.2.275.000,-”. 

10. Apa saja kendala dari pihak koperasi dalam penarikan uang jaminana ? 

“kendala tidak ada, tapi dari pihak koperasi yang sebelumnya memberikan 

kepercayaan kepada setiap anggota akan hilang kepercayaan, karena kami dari 

pihak koperasi tidak menarik jaminan berupa barang, kami hanya mengharapkan 

kesadaran”. 
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11. Bagaimana dengan toleransi yang diberikan pihak koperasi kepada anggota yang 

mengalami kredit macet ? 

“Toleransinya kami hanya memberikan keringanan berapa saja jumlah uang yang 

akan disetor, penyetorannya juga tidak harus setiap bulan”. 

 

12. Siapa kah yang berwenang dalam menangani kredit macet ? 

“Ketua”. 

13. Bagaimana dengan perkembangan koperasi saat ini ? 

“Tiap tahun SHU nya meningkat”. 

14. Rencana apa saja yang dibahas dalam RAT ? 

“Program kerja, dan rencana anggaran”. 

15. Siapa yang bertugas dalam pengawasan kinerja para pengurus dalam mengelola 

koperasi Kasih Ibu ? 

“Ketua”. 

16. Bagaimana pelaporan dan pertanggung jawaban pada Koperasi Kasih Ibu ? 

“Setiap tahun dilaporkan dan disahkan oleh anggota”. 

17. Apa ada kendala dalam pelaporan ? 

“Tidak ada kendala, Laporan dibuat berdasarkan kegiatan keuangan koperasi”. 

 

 

  Tanya/ jawab pada Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo 

Hasil wawancara dengan Bapak Lukman A. Tomayahu selaku sekretaris koperasi : 

1. Kenapa koperasi ini diberi nama Koperasi Al-Hikmah ? 

“Kebetulan nama mesjid disini adalah Al-hikmah,jadi pas pendirian koperasi cari 

amal maka disamakan dengan nama mesjid jadi koperasi diberi nama Al-hikmah 

selain itu ada juga beberapa pertimbangan, selain itu koperasi ini juga segedung 

dengan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mana ada nuansa religius 
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didalamnya, serta kami juga berkeinginan untuk jadi koperasi syariah akan tetapi 

belum terlaksana”. 

 

2. Apa saja produk-produk pembiayaan yang ada di Koperasi Al-Hikmah ? 

“Pembiayaan keanggota cuman satu yaitu pemberian pinjaman,karena kami kan 

koperasi simpan pinjam, dulu kami ada rencana mau buka koperasi KSU cuman 

ada pertimbangan-pertimbangan anggota dimana koperasi KSU agak ribet yang 

mana kami harus ada toko, makanya kami tidak sempat”. 

 

3. Apa saja program yang ada di Koperasi Al-Hikmah ? 

“Tiap tahun ada rencana kerja  untuk anggota yang mana SHU kita kan ada dana 

bagian untuk pendidikan, pembangunan dana kerja, dan dana sosial. Dari tiga itu 

yang direalisasikan setiap tahun dana sosial. Kemudian sisa SHU dari dana sosial 

itu dibagikan ke pengawai tenaga kontrak yang tidak jadi anggota koperasi 

dibagikan dalam bentuk THR dalam menjelang lebaran. Untuk anggota koperasi 

ada pembagian tersendiri akan tetapi dana sosial dikhususkan untuk tenaga kerja 

kontrak. Kemudian untuk program kerja tahun lalu kami ada kelebihan 

pembangunan dana kerja itu dananya kami hibahkan dikantor untuk kegiatan apa 

saja. Koperasi ini juga lebih banyak yang meminjam dibandingkan yang 

menyimpan, jadi bisa dikatakan hutang kami banyak yang berasal dari pihak ke 

tiga untuk pembiayaan koperasi”. 

 

4. Kenapa koperasi Al-hikmah penerimaan anggotanya hanya untuk pengawai 

Pengadilan Tinggi Agama ? 

“Karena Anggaran Dasar, pembukaan koperasi hanya khusus karyawan, jadi yang 

bisa jadi anggota pegawai atau tenaga kontrak yang ada di Pengadilan Tinggi 

Agama dengan Pengadilan Agama diwilayah lain yang ada di masing-masing 

kota totalnya ada 7, rata-rata anggaran dasar yang menyatakan seperti itu. Kalau 

untuk masyarakat umum pihak koperasi susah untuk menagih, kalau sekarangkan 

anggota koperasi membayar angsuran pinjaman tinggal potong gaji saja”. 

 

5. Apa saja jenis simpanan yang ada dikoperasi Al-hikmah ? 

“Selain simpanan wajib dan simpanan pokok, kami juga buka 2 jenis simpanan 

yaitu simpanan berjangka/deposito misalnya jika ada anggota menyimpan 

dikoperasi dalam waktu tertentu misalnya 1 atau bulan 2 sampe 1 tahun itu kami 

akan berikan jasa sekitar 0,5 % dan tabungan rencana yang mana tiap bulan harus 

ditabung dalam jangka waktu terentu lalu ada perjanjian setelah masa waktu 

tersebut dari pihak koperasi mengembalikan besar tabungan tersebut sekaligus 
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dengan jasanya, tetapi yang paling banyak diminati orang yaitu tabungan 

rencana”. 

 

6. Apa saja prosedur dalam pemberian pinjaman ? 

“Kebetulan dalam prosedur itu kami sudah menyediakan sistem online, yang 

pertama isi formulir trus diupload disistem yang sudah disediakan akan tetapi 

harus menunggu antrian, sekarang saja antrian sudah sekitar 30 lebih. Jadi pakai 

sistem antrian. Misalnya anggota kami yang di Pohuwato mereka tinggal 

mengupload syarat-syarat sama mengisi formulir trus ditanda tanggani oleh ketua 

dan bendahara masing-masing yang menjelasakan bahwa penghasilan mereka 

cukup untuk membayar angsuran. Setelah itu kami mengecek mana yang duluan 

lalu di pangge dan ditanda tanggani akadnya diatas materai lalu di cairkan. Kami 

juga tidak lagi melakukan survei lokasi karena diformulirnya kan sudah ditanda 

tanggani oleh ketua dan bendahara yang bersangkutan diwilayah tersebut. Adapun 

bungganya itu 1,3% kalau simpanannya 0,5% perbulan. Untuk pemberian 

pinjaman maksimal Rp.30.000.000,- untuk pengawai dan Rp.5.000.000,- untuk 

tenaga kontrak”. 

 

7. Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman ? 

“Pertama harus anggota, kedua misalnya ada anggota yang ingin mengajukan 

pinjaman sementara masih ada sisa pinjaman kami pending dulu anggota tersebut, 

yang ketiga isi formulir. Anggota yang ingin mengajuka pinjaman rata-rata untuk 

kebutuhan konsumtif, kami juga tidak tahu menahu atas dasar apa anggota 

melakukan pinjaman ,kalau di koperasi syariah kan akadnya harus jelas berbeda 

dengan koperasi konvensional, justru karena perbedaan itu yang jadi 

pertimbangan kami untuk rubah ke syariah. misalnya kebutuhan mereka itu untuk 

bayar spp anak jadi rata-rata kebutuhan disini untuk kebutuhan konsumtif bukan 

produktif sebab yang anggotanya pengawai pengadilan tinggi agama. Kami juga 

tidak mencantumkan permohonan pinjaman itu untuk apa, karena bagi kami itu 

adalah privasi setiap anggota”. 

 

“kalau untuk prosedur penyoran angsuran biasanya kan potong digaji setiap 

anggota sebab pada anggaran dasar yang terdaftar jadi anggota adalah pengawai 

Pengadilan Tinggi Agama itu sendiri atau sewilayah, ada juga anggota yang 

dimutasi diluar kota Gorontalo tapi anggota tersebut masih ada sisa hutang yang 

harus dibayar, anggota tersebut bukan lagi potong di bendahara anggota tersebut 

transfer harus transfer ke rekening koperasi tapi harus dibuat akad baru lagi, yaitu 

pinjaman anggota”. 

 

“jaminan SK, karena yang jadi anggota koperasi adalah pengawai Pengadilan 

Tinggi Agama“. 
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“yang menangani uang itu bendahara tapi yang menyetujui persetujuan itu ketua, 

sekretaris dan bendahara”. 

 

“kalau untuk kredit macet untuk pengawai yang aktif itu tidak ada, masalahnya 

cuman di mutasi. Sekarang masih ada 2 anggota yang mengalami kredit macet 

karena di mutasi sudah 3 tahun lalu”. 

 

8. Bagaimana perkembangan Koperasi Al-Hikmah ? 

“kebetulan sebelum tahun 2014 kami belum berbadan hukum masih koperasi 

kecil-kecilan, belum ada standar dari Dinas Koperasi. Setelah berbadan hukum 

otomatis kami sudah berhubungan dengan Dinas Koperasi harus RAT setiap 

tahun harus melaporkan ke Dinas Koperasi. tahun 2014 dari segi anggota 

berjumlah 160 orang dan terakhir sekarang sudah 174 orang karena memang 

jumlah pengawai disini itu rata rata terdaftar, maksudnya disini ada jumlah 

pengawai dan tenaga kontrak sudah terdaftar sekitar 250 orang jadi dari segi 

anggota modalnya itu pasti tidak melebihi pengawai yang ada paling minimal itu 

diatas 120 sampai 124 naik turun karena memang tergantung pengawai yang 

dimutasi. Dari segi keuangan pertama saham, tabungan rencana dari petama 

dibuka tahun 2017 sampai sekarang naik, kemudian dari segi pinjaman tahun 

2019 kami pinjam di Bank BKN sekitar 1,6 milyar, karena pinjaman di Bank 

omset kami juga naik tiap bulan, alhamudulillah omset kami kemarin itu tahun 

2019 mencapai 600 juta itu modal koperasi bukan termaksd hutang (simpanan 

pokok, simpanan wajib,cadangan,SHU, dan Hibah) kayaknya tahun ini sudah 

mencapai 700 juta, tapi hutang yang masih banyak sekitar 1,5 milyar. Jadi 

perkembangannya dari sejak awal ekuitas koperasi cuman sekitar ratusan juta 

sekarang sudah ada 600 juta tapi ada kenaikan lagi dari simpanan pokok, wajib. 

Cuman aset tidak terlalu naik karena memang kami cuman nebeng di aset kantor, 

jadi aset koperasi cuman 1 unit seperti  printer”. 

 

9. Biasanya rencana apa yang dibahas dalam RAT ? 

“rencana anggaran tenaga pengawai koperasi RATPK dibahas apa yang akan 

dibuat satu tahun yang akan datang, yang ada di RATPK ada rapat rencana 

pendapatan dan rencana kerja koperasi,misalnya tahun depan mau buat apa”. 

“Rapat selain RAT adalah rapat pengurus dilakukan kapan saja maksudnya kapan 

perlu akan diadakan, kemudian rapat gabungan pengurus dan pengawas tiap tahun 

4 kali dan kami juga pernah rapat anggota luar biasa yang mana pas mau ba 

hutang di bank harus ada persetujuan anggota jadi harus dirapatkan , karena 
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dianggaran rumah tangga hutang  jangka panjang harus menyetujui anggota, tapi 

kalau cuman dibawah 1 tahun cukup pengurus dan pengawas”. 

“Pengawasan kinerja itu tiap 3 bulan ada pengawas priksa keuangan sampai aset 

diperiksa, terakhir laporan akhir tahun diperiksa untuk RAT, jadi pengawas yang 

memeriksa .pengawas berasal dari luar ada yang dari gorontalo, limboto”. 

 

10. Apakah dalam penyusunan pelaporan ada kendala ? 

“kendalanya kami disini merangkap dengan tugas-tugas kantor yang ada di 

Pengadilan Tinggi Agama,jadi pas pembukuan itu kami dalam buat laporan RAT 

paling lama 6 bulan setelah tahun buku lalu sedangkan batas RAT bulan juni 

lewat dari bulan juni kami dianggap terlambat oleh Dinas Koperasi,biasanya 

bulan februari kami harus RAT karena pelaorannya cuman 1 bulan jadi 

kendalanya di bulan januari itu kami banyak kerja jadi kadang bentrokkan dengan 

tugas tugas kantor”. 
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DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

Struktur Organiasasi Koperasi Wanita Kasih Ibu 
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Wawancara dengan Hj.Rasuna Mustafa selaku Ketua koperasi 

 
Wawancara dengan Hj.Rasuna Mustafa selaku Ketua koperasi 

Dokumentasi Wawancara Koperasi Al-Hikmah PTA Gorontalo 
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Wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 

mengenai izin penelitian  
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Wawancara dengan Bapak Lukman A. Tomayahu selaku Sekretaris Koperasi 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN KEUANGAN 

KOPERASI WANITA KASIH IBU 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN KEUANGAN  

KOPERASI AL-HIKMAH PTA 

GORONTALO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


